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BUPAT] SOPPENG
PROVINS]I SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : =7 TAHUN 20922

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyesuaian urusan yang menjadi
kewenangan dalam percepatan pelayanan perizinan
berusaha berbasis risiko dan non berusaha maka, untuk
penyesumian regulasi dan ketentuan yvang diatur dalam
produk Hukum Daerah, perlu dilakukan perbaikan dan

peninjauan kembali.

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor
101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Soppeng;

Mengingat :1. Undang-Undang WNomor 29 Tahun
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1823);

1959 tentang
di  Sulawesi

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah |[Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Periginan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risike dan Fasilitas



Menetapkan :

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelavanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2019 Nomor 71);

12, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 101 Tahun 2019 tentang
Standar Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng (Berita
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 101};

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng (Berita Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOPPENG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor
101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 101)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



Pasal 5

Jenis Pelavanan Perizinan dan Non  Perizinan
DPMFPTSP-NAKERTRANS terdiri atas:
A. Perizinan Berusaha Sektor meliputi:

1.

@ Now s W N

9.

10,
11.

12

13.

perikanan,

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;
energi dan sumber dayva mineral;
perindustrian;

perdagangan, koperasi dan ukm;
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
perhubungan dan transportasi;
kesehatan, obat dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;
pariwisata;

.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem

transaksi elektronik; dan

ketenagakerjaan;

B. Perizinan Non Berusaha meliput:

|
2

3
4

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi

izin tenaga kesehatan;

1zin penelitian;

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
pendaftaran AK 1;

berikut:

Pasal 6

sETLA

sebagai

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non HBerusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal [l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tangegal 2 Hovember 2022

BUPATI SOPPENG

A. KAS | RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

A RLBESSU,
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 57



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PFERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOPPENG

SEKTOR PERIKANAN
Risikoe Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Standar

'A. Proses ranunhhpm ({Service Delivery) I
1. Persyaratan Memiliki Nomor Induk Kependudukan {NIH] hagn Pelaku
s it Usaha Perorangan (WNI)
Memiliki Paspor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha
Hadan Hukum
4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan Hukum
Untuk Badan Usaha;
5. Alamat E-mail Yang Aktif
Nomor Whatsapp
7. Permyataan Mandin di dalam Sistem 0S5 RBA, akan
memenuhi dan melaksanakan seluruh stnndar pelaksanaan
kegintan usahn |
2 Sistem 1. Memberikan informasi mengakses di website: www.oss.go.id |
m:nmm 2. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK | E-mn"j|

Pribadi/Perusahaan [untuk badan usaha) dan informasi
lainnya pada form regitrasi yvang tersedia;
3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail; |
Melakukan aktivasi melalui akun OSS;
| 5. Melakukan login pada sistem OSS menggunakan user ID dan |
| password serta menginput captcha yang muncul; -
fi. Mengisi data-data vang diperlukam (data perusahaan,
| pemegang saham, kepemilikan modal, nilai  investasi,
| rencana penggunaan tenaga kerja , rencana permintaan
" fasilitas perpajakan dan kepabeanan).

' 3_‘ Jangka I Jam
| Waktu
. Penyelesaian
‘4. | Biaya/Tarif | Gratis (Non Retribusi)
5. | Produk |. NIB (Nomor Induk Berusaha); dan |
Pelavanan

2. Sertifikal Standar;




' B. mmmmﬂmw

i i

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau staf
loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng wvang ditunjuk oleh pimpinan

pelaksana,
Saran dan aduan disampaikan melajui loket pengaduan,
kotak SAAn, SMS, (081 14608908|, email

(dpmptsp. soppengkabagmail.com) vang telah disinpkan
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng

Saran dan aduan segera di tangani dan ditindak Ianjuti
untuk diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaitkan oleh tm penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh] hari kerja
sejak pengaduan ditenma dengan lengkap.

1.

Dasar
Hukum

(Manufacturing)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan
Perikanan;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayvanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021

tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pmmtu
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Soppeng.




'2 |Sarana dan| 1. Ruang Tunggu Pemochon (Masyarakat) dilengkapi |

. Prasarana, dengan AC;
atau Fasilitas | 2. Loket Perizinan (Loket  Informasi, Loket

pendafiaran, Loket Pemprosesan, Loket SKRD, |
Ruang Percetakan, Loket Penyerahan dan
. Pengaduan;
3. Ruang Arsip,;
4. Ruang Tim Kerja Teknis; |
5. WC Umum; dan
6. Parkir yang cukup luas.
3 | Komponen 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha |
Pelaksana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbagis Risiko;
' 2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
! di Daerah;
| 3. Memiliki pengetabuan tentang OSS RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan
4. Memiliki kemampuan  menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun kepada
pihak yang memeriukan.

4 | Pengawasan | Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP-
Internal NAKERTRANS Kabupaten Soppeng yaitu pengawasan melekat
Penangan oleh setiap alasan secara struktural baik vang menvangkut
Pengaduan aspek teknis maupun administratil sesuai dengan tugas pokok |

dan fungsi vang dilaksanakan setiap hari. !

5 |Jumiah 4 Orang |
Pelaksana ',

6 |Jaminan | Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel. ;
Pelayanan

7 | Jaminan lzin dari OSS di jamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan |

!




TEvaluasi

Kimena
Pelaksana

© N oW

10.
11.
12.
13.
14.

Frosedur pelayanan;

Persyaratan pelayanan;

kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelayvanan;
Tanggung jawah petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayvanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;
Kewajaran biaya pelayanan;
Kepastian biava pelavanan;
Kepastian jadwal pelayanan;
Kenyamanan lingkungan; dan
Keamanan pelayanan;




_::?F

o

Resiko Rendah Dan

Rendah

l‘lnﬁ.n!lu.l_nnhnﬁlﬂlum Ilnﬂnttﬂhtﬂtlnll.r

e

Feruyminn
Pelayanan

Memiliki Nomor Induk Kependudukan {NIK} bag Pelaku
Usaha Perorangan|{WNI)

Memiliki Paspor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
Memiliki Akta Pendinan Perusahaan bagi pelaku Usaha
Badan Hukum

Memiliki NFWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan Hukum
Untuk Badan Usaha;

Alamat E-mail Yang Aktif

Nomor Whatsap

Pernvataan Mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan |
memenuhl dan melaksanakan seloruh standar pelaksanaan
kegintan usaha.

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Jangka
| Waktu

1 Jam

Memberikan informasi mengakses di website: www oss go.id
Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK |, E-mail
Pribadi/Perusahaan [untuk badan usaha) dan informasi
lainnya pada form regitrasi yang tersedia

Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail

Melakukan aktivasi melalui akun OSS;

Melakukan login pada sistem 058 menggunakan user [D dan
password serta menginput captcha yang muncul;

Mengisi data-data vang diperlukam (data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan modal, nilai  investasi,
rencana penggunaan tenaga kerja . rencana permintaan
fasilitas perpmakan dan kepabeanan),

4,

Bm,yn,.l’anH

Gratis (Non Retribusi)

Produk
Pelayanan

Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

: ==

1.
| &,

NIB (Nomor Induk Berusaha); dan

Sertifikat Standar;

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub. |
Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau stal loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana;
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, |
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile (0484)

23743, email (dpmptsp soppengkab@gmail com) vang telah |
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng; |




9,

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti |
untuk diselesaikan;

Pengaduan akan diselesaikan olch tm  penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 {sepuluh) hari kerja sejak
pengaduan diterima dengan lengkap.

Proses Pengelolaan

2.
31

4.

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4

Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

8.

. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3

Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan. I
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang |
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdavaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha
Dan Produk Pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelavanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal

11. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun |

|
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha |
Simpan Pinjam Sektor Koperasi |




12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang |
Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng

|Sarana dan| 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyvarakat) dilengkapi dengan AC
m{“"“ 2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket
Pemprosesan, Loket SKRD., Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
. 4. Ruang Tim Kerja Teknis
5. WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
1 Komponen | 1. Memiliki pengetahuan tentang Perimnan  Berusaha
) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perzinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki  pengetahuan tentang Perizinan  Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Memiliki pengetahuan tentang 0SS RBA, dan dapat |
mengoperasikan Sistem Informasi; dan |
4. Memiliki kemampuan menyampaikan  informas,
bertanggung jawab dan santun kepada pihak vang
! memeriukan. ,
mm Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas PunamﬁuT‘
te
F“ gan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
Pengaduan melekat oleh  setiap atasan secara struktural baik vang
menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan setiap hari.
' Jumlah | 4 Orang ——
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan . i |
Jaminan lzin dari 0SS dijamin keabsahannya |
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan e _ - e |
Evaluasi 1. Prosedur pelayanan; '




—

Persyvaratan pelayanan;

Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayvanan;
Kecepatan pelayanan,

Keadilan mendapatkan pelayanan;

. Kesopanan dan keramahan petugas;
10. Kewajaran biaya pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan;

12. Kepastian jadwal pelayanan;

13. Kenyamanan lingkungan; dan

14. Keamanan pelayanan;

RN ne WN




Resiko Rendah Dan Menengah Rendah

Pendampingan Pendaftran NIB dan Sertifikat Standar

L ——

A. Proses Penyan yanan (Service Delivery) |
1. | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan ([NIK) bag Fﬂlnku|
FeayanRg Usaha Perorangan(WN1) '

2. Memili Paspor bagi Pelaku Usaha Perorangan [WNA} ’

‘ 3. Memiliki Akta Pendinan Perusahaan bagi pelaku Usaha

' Badan Hukum;

' 4. Persvaratan Standar Usaha sesuai Peraturan Menteri |
tentang Standar Uspha per sektor

5. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;

6. Memiliki Hak Akses OSS Berupa usermname dan Password
yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss go.id

2. | Sistem 1. Memberikan informasi mengakses di website: www.0ss.g0.id
mﬂr 2. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK , E-mail

Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi
lainnya pada form regitrasi yvang tersedia

3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail

4. Melakukan aktivasi melalui akun OSS;

9. Melakukan login pada sistem 0SS menggunakan user 1D dan
password seria menginput captcha yang muncul;

6. Mengisi data-data yang diperlukam (data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investas,
rencana penggunaan tenaga kerja . rencana permintaan
fasilitas perpajakan dan kepabeanan).

3. | Jangka 1 Jam = >
Waktu
Penyelesaian | .

4. | Biaya/Tarf | Gratis (Non Retribusi| I
Produk 1. NIB (Nomor Induk Berusaha); dan =
Pelayanan | 5 gertifikat Standar;

6. ;‘:mnnngnnnn 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.l
San;idm:t;m Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau stal loket |
Masukan pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS

Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana;
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile (0484)

23743, email (dpmptsp soppengkabiigmail com) vang telah
disiapkan DFMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng;

- Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti

untuk diselesaikan;




Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak
pengaduan diterima dengan lengkap.

Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1

1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

2.

Sarana dan

atau F‘auhr.as

& oo

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang

" Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Nomor 3 Tnhun!
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelavanan
Pernizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Menten Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pertanian,

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistern Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal.

Pendelegasian  Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu
Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Soppeng.

Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir vang cukup luas




Komponen
Pelaksana

- .
Internal
Penangan

Pengaduan

o —

1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan  Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Memiliki pengetahuan Perizinan  Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Memiliki pengetahuan tentang 0SS RBA, dan dapnti
mengoperasikan Sistem Informas:; dan |

1

tentang

4. Memiliki kemampuan menyampaikan  informasi, |
bertanggung jawab dan santun kepada pihak vang
memerlukan.

Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
melekat oleh setiap atasan secara struktural baik vang
menyangkut aspek tehnis maupun administratifl sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan tiap hari.

“Jumlah 4 Orang
ﬁlﬂkm - ——— e — ————— _———— e — — — e — o ———— o — - . . —
Jaminan Pengurusan izin vang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya = 0
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 1. Prosedur pelayanan;
Pelnl?;n o 2. Persyaratan pelayanan;
3. Kejelasan petugas pelavanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan,
7. Kecepatan pelayanarn,
8. Keadilan mendapatkan pelavanan;
9. Kesopanan dan keramahan petugas,

10. Kewajaran biayva pelayanan,
11. Kepastian biaya pelayanan;
12. Kepastian jadwal pelayanan;
13. Kenvamanan lingkungan; dan

14, Keamanan pelavanan;




SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Resiko Rendah Dan Menengnh Rendah

Pendampingan Pendaftran NIB dan Sertifikat Standar

Persyaratan
Pelayanan

n. Proses PenyampaianPelayanan (Service Delivery)

"1, Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku

. Usaha Perorangan [WNT)

2. Memiliki Paspor bagi pelaku Usaha Perorangan (WNA)
Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pelaku Usaha
Badan Hukum

4. Memilika NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan Hukum

Untuk Badan Usaha;

Alamat E-mail Yang Aktif

Nomor Whatsapp

Pernyvataan Mandin di dalam Sistem O8S8 RBA, akan

memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan

kegatan usaha.

-

2. | Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

1. Memberikan informasi mengakses di website: www.oss.go.id |

2. Pemohon mengakses OS5 dengan menginput NIK , E-mail
Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi |
lainnya pada form regitrasi yang tersedia

3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail

| 4. Melakukan aktivasi melaiui akun 0SS,

5. Melakukan login pada sistem 0SS menggunakan user ID dan
password serta menginput captcha yang muncul;

6. Mengisi data-data yang diperiukan (data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan maodal, nilai  investasi,
fasilitas perpajakan dan kepabeanan)

3. |Jangka
Waktu
Penvelesaian

1 1 Jam

i 4. | Biaya/Tarf
5. | Produk
Pelayanan

Pengaduan,
Saran, dﬂn
Masukan

=t i

| Gratis (Non Retribusi) .

'1. NIB (Nomor Induk Berusaha; -

(4. Sertifikat Standar dan lzin;

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.

| Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau staf loket |

pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten

Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.

1. Saran dan aduan disampaikan melalul loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile [0484) |
23743, email (dpmpispsoppenglkabiipmailcom) yang telah




| disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng |

| 2, Baran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjusl untuk |
diselesailkan,

3. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak |
pengaduan diterima dengan lengkap. |

|Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC

Dasar Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomorll Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; |

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun |
2021 Tentang Penvelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis
Risiko;

'5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 04 /2021 tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenal Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Sural Pernyatasn Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 18/2021 tentang
Sertifikat Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Lembaga Penyedin Jasa Penyusun Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup dan Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

H. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan
Repada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Soppeng

Prasarana,

atax Pasiiitan ![2 Loket Penzinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket

| Penyerahan dan Pengaduan '

3. Ruang Arsip |

-llq Ruang Tim Kerja Teknis 5



10, Kewajaran biava pelavanan;

L L L i

5. WC Umum
6. Parkir vang cukup luas
3. Komponen 1. Memiliki pengetahuan tentang  Perizinan  Berusaha
Pelaksana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penzinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki  pengetnhuan  tentang Perizinan  Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; !
3. Memiliki pengetahuan tentang 0SS RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan infnrnmni.!
bertanggung jawab dan santun kepada pihak vang
memeriukan, '
4. | Pengawasan | Pengawasan inlernal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman |
IFHW 'Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan |
Pengaduan | melekat oleh setinp atasan secara struktural baik :,mngl
menyangkut aspek tehnis maupun administratifl sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan tiap hari,
5. | Jumlah 4 Orang - o |
| Pelaksana I i —
6. | Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel. '
Pelayanan |
7. [ Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya [
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
B. Evﬂuam Prosedur pelayanan;
HHIMHHJEI Persyaratan pelayanan;
Kejelasan petugas pelayanan;

Kedisiplinan petugas pelayvanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan,
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayvanan;

Keadilan mendapatkan pelavanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

1. Kepastian biava pelayanan;

12. Kepastian jadwal pelayanan; .
13. Kenvamanan lingkungan; dan

14, Keamanan pelayvanan; '




e - E —

SEKTOR ENERGI DAN SUMEBER DAYA MINERAL
Reziko Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftran NIB dan Sertifikat Standar

1. | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku
Pelayanan

Usaha Perorangan (WNI)

2. Memiliki Pasport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha
Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NFWP Badan Hukum |
Untuk Badan Usaha;

5. Alamat E-mail Yang Aktif

. Nomor Whatsapp

T. Permmyataan Mandin 1 dalam Sistem OS5 RBA, akan
mementithi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan |
kegintan usaha Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bag
pelaku Usaha Badan Hukum;

'2. | Sistem 1. Memberikan informas: mengakses di website: www. 0ss go.id
g‘:ﬂ'mﬁ,“’““’fur 2. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK , E-mail |

Pribadi/Perusahaan [untuk badan usaha) dan informasi
lainnya pada form registrasi uyang tersedia

3. Memernksa Inbox atau spam pada E-mail

4. Melakukan aktivas: melalui akun 0S5;

5. Melakukan login pada sistem 0S5 menggunakan user 1D
dan password serta menginput captcha yang muncul; |

6. Mengism data-data yang diperlukam ({data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi,
rencana penggunaan tenaga kerja , rencana permintaan
fasilitas perpajakan dan kepabeanan)

3. | Jangka 1 Jam ' =
Waktu
| Penyelesaian | =

_ Biaya/Tari{ | Gratis (Non Retribusi)

15, [ Produk 1. NIB (Nemor Induk Berusaha); dan

[Felayanan o o ifkat Standar:




]
:

. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,

|6. |Penanganan !1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.|

Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau stal loket
pengaduan  di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana

kotuk saran, SMS, (08114608909 Telepon, Faximile [0484)
23743, email [dpmptsp.soppengkabiigmail.com) yang telah
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng
Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti untuk |
diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh] han kerja sejak
pengaduan diterima dengan lengkap.

'B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) |
1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

2.

Prasarana,
atauFasilitas

2. [Sarana dan| 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 rentang
Penyelenggaman Perizinan Berusaha di Daerah. '
Peraturan Badan KoordinasiPenanaman Modal chuhljkj
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4|
Tahun 2021 tentangPedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal.

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 5 |
tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk
pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis rl.mlm-
Sektor energi dan sumber dava minern

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penvelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman  Modal, Pelayanan |
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC |
Loket Perizinan [Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip




4. Ruang Tim Kerja Teknis *
5 WC Umum
| 6. Parkir vang cukup luas
Komponen l. Memiliki pengetahuan  tentang  Perizinan  Berusaha
Pl Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
teniang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Beruuhnl
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Memiliki pengetahuan tentang 0S8 RBA, dan dapat
_ mengoperasikan Sistem Informasi; dan
| 4. Memiliki kemampuan menvampaikan  informasi,
| bertanggung jawab dan santun kepada pihak yang
memeriukan,

. | Pengawasan | Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman |
lF"m Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
Pengaduan melekat oleh setiap atasan secara struktural baik vang

menyangkut aspek tehnis maupun administratil sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan tiap hari.
Jumlah 4 Orang -
&I“m e ——— e e
Jaminan Pengurusan izin vang Transparan, Cepat dan Akuntabel,
Pelayanan |
Jaminan lzin dari 0SS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan — -
Evaluasi 1. Prosedur pelayanan;
K"F n] Eﬂ‘“! 4. Perayaratan pelayvanan,
3. Kejelasan petugas pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan,
5. Tanggungiawab petugas pelavanan;
6. Kemampuan petugas pelavanan;
7. Keccpatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan;
9. Kesopanan dan keramahan petugas; ,
10. Kewajaran biava pelayanan;
11, Kepastian biaya pelayanan,
12. Kepastian jadwal pelayanan;
| 13, Kenyamanan lingkungan; dan
14. Keamanan pelayanan;




SEKTOR PERINDUSTRIAN

Resiko Rendah Dan Menengah Rendah

=

Sistern
Mekamsme

dan Prosedur

3. Memiliki Akta Pendirian  Perusahaan bag

6. Nomor Whatsapp

2.

. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan Hukum |

Memberikan informasi mengakses di website: www oss go.id |

Em—

Usaha Perorangan (WNI)

Memilikn Pasport bagi pelaku Usaha Perorangan (WNA|
pelaku  Usaha
Badan Hukum '

Untuk Badan Usaha;
Alamat E-mail Yang Aktif

Pernvataan Mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan
memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan
kegintan usaha.

Pemohon mengakses 088 dengan menginput NIK , E-mail
Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi
lainnya pada form regitrasi uvang tersedia

Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail

Melakukan aktivasm melalui akun O8S5;

Melakukan login pada sistem OSS menggunakan user 1D
dan password serta menginput captcha vang muncul,
Mengisi data-data yang diperlukam (data perusahaan,
pemegang =saham, kepemilikan modal, nilai investasi, .
rencana penggunaan tenaga kerja |, rencana permintaan |
[asilitas perpajakan dan kepabeanan) '

1 Jam

Gratis (Non Retribusi]

2. Sertifikat Standar:;

NIB (Nomor Induk Berusaha);




Pengaduan,
Saran, dan |
Masukan

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.

Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau stafl loket |
pengaduan di  lingkungan  DPMPTSP-NAKERTRANS |
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (081 14608909) Telepon, Faximile [((0484)
23743, email (dpmptsp.soppengkabigmail.com|] yvang telah
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng
Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti
untuk diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tm penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han kerja sejak
pengaduan diterima dengan lengkap.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Femyntaan!

Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkunganl
Hidup

. Peraturan Menteri Perindustrian Rakyat Republik Indonesia |

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha

dan/atau Produk Pada Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Perindustrian. Peraturan Menteri

Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayvanan di

Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Hirokras:.

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang |
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan  Periginan




' Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

2. |Sarana  dan N : | i |
Prasetiig. 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC :
atauFasilitas |5 Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket |

Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

3. Ruang Arsip

4. Ruang Tim Kerja Teknis

5. WC Umum

6. Parkir yang cukup luas

3. "P“I“’]"““"“ 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan  Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2 Memiliki pengetahuan tentang Penizmnan  Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Memiliki pengetahuan  tentang 0SS RBA, dan  dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

4. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi,
bertanggung jawab dan santun kepada pihak vang
memeriukan.

|

4. | Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman |
% Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
Pengaduan melekat oleh setiap atasan secara struktural baik vang |

menyangkut aspek tehnis maupun administratifl sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan tiap hari.
5. | Jumlah 4 Orang
Pelaksana .

6. | Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan |

7. | Jaminan Izin dari 0SS dijamin keabsahannya 1
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan




Evaluasi

Prosedur pelayvanan;
Kinerja

Persyaratan pelayanan,
Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelavanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelavanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan,

. Kepastian biaya pelayanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

13. Kenvamanan lingkungan; dan

14. Keamanan pelayvanan;

- R R

—
N -




SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Resiko Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftaran NIBE dan Sertifikat Standar

Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku
Pelayanan Usaha Perorangan [WNI)
'1 2.  Memiliki Pasport bagi pelaku Usaha Perorangan (WNA) \

3. Memiliki Akia Pendirian Perusahaan bag pelaku

Usaha Badan Hukum
4. Memiliki NPWP bagl pelaku Usaha dan NPWP Badan
Hukum Untuk Badan Usaha,
5. Alamat E-mail Yang Aktif
6. Nomor Whatsapp
7. Pemyataan Mandini di dalam Sistem 0SS RBA, n]m.n‘
memenuhi dan  melaksanakan  seluruh  standar
pelaksanaan kegintan usaha
|
Sistem 1. Memberikan informasi mengakses di website: www,oss.g0.id |
d":’n'“'mur 2. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK , E-mail
Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan informas
I lainnya pada form regitrasi uyang tersedia

3. Memenksa Inbox atau spam pada E-mail

4. Melakukan aktivasi melalui akun O8S;

5. Melakukan login pada sistem OSS menggunakan user 1D
dan password serta menginput captcha yang muncul;

6. Mengisi data-data yang diperlukam (data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi,
rencana penggunaan tenaga kerja , rencana permintaan
fasilitas perpajakan dan kepabeanan) i

Jangka Waktu | 1 Jam o

Penyelesaian | -

Biaya/Tarif Gratis [Non Retribusi) ]
Produk I. NIB (Nomor Induk Berusaha); dan

Flagawian 2. Sertifikat Standar;

Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
m““;im Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau staf
Masukan loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS

Kabupaten Soppeng yang ditunjuk oleh pimpinan
pelaksana. |




l. mwmmﬂm

2.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909} Telepon, Paximile
(0484) 23743, email (dpmptsp.soppengkabi@gmail.com)
yvang telah disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten
Soppeng

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti
untuk disclesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja |
scjak pengaduan diterima dengan lengkap.

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan elavanan |
Publilk;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kenja;

PeraturanPemerintahNomor 5 Tahun 2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha di Daerah. }

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha Dan/AtauProduk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Rabupaten Soppeng.

Sarana dan
Prasarana,
atauFasilitas

U L

Ruang Tunggu Pemohon (Masyvarakat) l:ll'lﬁ'tgk.&pi tlc:np.n AC |

Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket

FPemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum

Parkir yang cukup luas




|Komponen | 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
s . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

| 2. Memiliki pengetahuan tentang Penzinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun EDIII
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,

4. Memiliki pengetahuan  tentang OS5 RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

4. Memiliki kemampuan menyampaikan  informasi,
bertanggung jawab dan santun kepada pihak yang
memeriukan.

Pengawasan | Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
internal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penpawasan
Pengaduan melekat oleh setap atasan secara struktural baik yang
menyangkut aspek tehnis maupun administratil sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tiap hari.

Jumlah 4 Drmi;
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayvanan ]
. | Jaminan lzin dan OSS dijamin keabsahannya
. Keamanan |
dan
Keselamatan
_| Pelavanan i
Evaluasi 1. Prosedur pelayanan; i
Hitmqp I I i 2 aratan pela -
. Persy pelayvanan;
3. Kejelasan petugas pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Tanggungawab petugas pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Kecepatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayvanan;
9. Kesopanan dan keramahan petugas;
10. Kewajaran biaya pelayvanan;
11. Kepastian biava pelayanan;
12. Kepastian jadwal pelayanan;
13. Kenyamanan lingkungan; dan
14, Keamanan pelavanan;
4 —_— acll




SEKTOR PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI

Resiko Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Standar

thmr.ln

Pelayanan

-
F‘:.

e bl

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

=

“Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi p!lnl:u
Usaha Perorangan (WNI

Memiliki Pasport bagi pelaku Usaha Perorangan (WNA)
Memiliki Akta  Pendirian Perusahaan bagi pelaku

Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan
Hukum Untuk Badan Usaha; |
Alamat E-mail Yang Aktf |

Pernyataan Mandiri di dalam Sistem 0SS RBA, nk.ani
memenuhi  dan  melaksanakan  seluruh  standar

pelaksanaan kegliatan usaha

. Memberikan informasi mengakses di website: www.0ss. go. id |

2.
3.
Usaha Badan Hukum
4.
3.
6.  Nomor Whalsapp
b
l
2.

Pemohon mengakses OS5 dengan menginput NIK , E-mail
Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi
lainnya pada form regitrasi uyang tersedia

3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail
4. Melakukan aktivasi melalui akun 0OSS:

1 Jam

Gratis (Non Retribusi)

1.
b 5

Melakukan login pada sistem 0SS menggunakan user |D
dan password serta menginput captcha vang muncul:
Mengisi data-data yang diperlukam (data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan modal, nilai  investasi,
rencana penggunaan tenaga kerja |, rencana permintaan
fasilitas perpajakan dan kepabeanan)

NIB (Nomor Induk Berusaha); dan
Sertifikat Standar: I

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di  lingkungan  DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan |
pelaksana. |
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pmgm:lunn.




kotak saran, SMS, [08114608909) Telepon, Faximile (0484) |
23743, email (dpmptspsoppengkabiigmaileom| vang telah
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng
Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjut
untuk diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tm  penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han kera
sejak pengaduan diternnima dengan lengkap.

. Proses Mﬂhlun Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) =]

| Dasar Hukum

n|

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan |
Publik;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta |
Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ttntnn.gt
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 t.l:'ﬁtnrlg,l
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan;

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng, .

Sarana dan
Prasarana,
atauFasilitas

Komponen

Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
AC .
Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir yang cukup luas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penzinan Berusaha Berbasis Risiko;

Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha |
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |




tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Dacrah; |
Memiliki pengetahuan tentang OSS RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

Memmulika kemampuan
bertanggung jawab dan santun
memerlukan.

menyampatkan

informasi, |
kepada pihak vang |

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

s

. Keamanan pelayanan;

4, Pengawasan
lpmtmni Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
Pengaduan melekat oleh setiap atasan secara struktural baik vang
| menyangkut aspek tehnis maupun administratif sesuai dengan
' tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tiap hari.
5. |Jumiah 4 Orang
| Pelaksana | — o
6. | Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelavanan
RE— izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan |
8. | Evaluasi 1. Prosedur pelayanan;
Kinerja e = .
| . rsyaratan pelayanan;
3. Kejelasan petugas pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
| 5. Tanggungjawab petugas pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Recepatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan;
9. Kesopanan dan keramahan petugas;
10. Kewajaran biaya pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan;
12. Kepastian jadwal pelayanan;
13. Kenyamanan lingkungan; dan




SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN

Resiko Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftaran NTBE dan Sertifikat Standar

. | Persyaratan Pelayanan

. Memiliki Pasport bagi pelaku Usaha Perorangan
. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pelaku
. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP
5. Alamat E-mail Yang Aktif

6. Nomor Whatsapp
. Pernyataan Mandiri di dalam Sistem 0SS RBA, |

. Memiliki Nomor Induk Kependudukan [NIK) bagi
pelaku Usaha Perorangan (WNI)

(WNA)

Usaha Badan Hukum

Badan Hukum Untuk Badan Usaha;

akan memenuhi dan  melaksanakan u-.-!uruhi
standar pelaksanaan kegiatan usaha |

2, | Sistem Mekanisme dan Memberikan informasi mengakses di website: |
FORoE Www, 088 go.id
- Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK | |
E-mail Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) |
dan informasi lainnya pada form regitrasi uvang
tersedia
. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail
4. Melakukan aktivasi melalui akun OSS;
. Melakukan login pada sistern 0SS menggunakan
user |D dan password serta menginput captcha
yang muncul; .
- Mengisi  data-data  yang  diperlukam  (data
perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal,
nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja ,
rencana permintaan fasilitas perpajakan dan
| kepabeanan)
3. | Jangka Waktu | 1 Jam i
4. | Biaya/ Tarif CGratis (Non Retribusi)
5. | Produk Pelayanan 1. NIB {Nomor Induk Berusaha); dan
' | 2. Sertifikat Standar;
. — —




| 6. | Penanganan LT

Pengaduan, Saran, dnn '
Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh |
Sub. Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi
atau stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-
NAKERTRANS Kabupaten Soppeng vang ditunjuk
oleh pimpinan pelaksana. '

. Saran dan aduan disampaikan melalul  loket

pengaduan, kotak saran, SMS, (081 14608909)
Telepon, Faximile (0484) 23743,  email
([dpmptap.soppengkabiigmail.com]  vang  telah
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten
Soppeng saran dan aduan segern ditangani dan
ditindak lanjuti untuk diselesaikan,

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnyva 10 (sepuluh) harn
kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

B. Proses Pengelolaan Pels

1.

Dasar Hukum 1.

ﬂwﬂwmm 1
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

. Peraturnn Pemerintah MNomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

Peraturan Menteri Kesehuatan Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayvanan
Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Peraturan Menteni Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;




|
|

)

= et

atauFasihtas

— = —

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penvelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Maodal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Sappeng,

. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengkapi
dengan AC

. Loket  Penzinan (Loket  Informasi,

pendaftaran, Loket Pemprosesan, Loket

Ruang Percetakan, Loket Penyerahan

Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir yang cukup luas

Lokt
SKRD,
dan

ol O

Komponen Pelaksana

Pengawasan  Internal
Penangan Pengaduan

. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

Memiliki pengetahuan tentang 0SS RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun kepada
pihak yang memerlukan, '
Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik menyvangkut aspek
maupun administratil sesual dengan tugas pokok dan
fungsi yang dilaksanakan tiap hari.

yang tehnis

Jumlah Pelaksana

e e

4 Orang

. | Jaminan Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan
Akuntabel. .

Jaminan

dan Keselamatan

| Pelayanan

Izin dari OSS dijamin keabsahannya




e U N
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Prosedur pelayanan;

Persyaratan pelayanan,

Kejelasan petugas pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelavanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan;
. Kepastian biayva pelavanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

. Renyamanan lingkungan; dan
. Keamanan pelayanan,




SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Resiko Rendah Dan Menengah Rendah

i

ez

il'_l'l-i-h-:

....]

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi |
pelaku Usaha Perorangan (WNI)

2. Memiliki Passport bagi pelaku Usaha Perorangan |
(WNA)

4. MemilikiAkta Pendirian Perusahaan bagi pelaku
Usaha Badan Hukum .

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan |
Hukum Untuk Badan Usaha;

5 Alamat E-mail Yang Aktifl

6. Nomor Whatsapp

7. Permmyataan Mandin di dalam Sistem 0SS RBA, |
akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar |

pelaksanaan kegiatan usaha

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Memberikan informasi mengakses di  website: |
www. 085, go.id

2. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK, E-
mail Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan
informasi lainnya pada form regitrasi uvang tersedia

3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail

4. Melakukan aktivasi melalui akun O8S;

5. Melakukan login pada sistem OSS menggunakan
user |D dan password serta menginput captcha yvang
muncul;

6. Mengisi data-data vyang diperlukam (data
perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal,
nilai investasi, rencana penggunaan lenaga kerja ‘|
rencana  permintaan  fasilitas  perpajakan dan |
kepabeanan)

| Jangka Waktu
| Penyelesaian

1 Jam

Produk Pelayanan

| Gratis (Non Retribusi)

1. NIB {(Nomor Induk Berusaha); dan
2. Sertifikat Standar;

Penanganan
Pengaduan, Saran, dan

I. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh




Masukan

. Saran dan aduan disampaikan melalui loket

. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak

. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

Sub. Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi
atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP- |
NAKERTRANS Kabupaten Soppeng vang ditunjuk
oleh pimpinan pelaksana.

pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909
Telepon, Faximile  (0484) 23743,  email

(dpmptsp.soppengkabigmail.comj  yang  telah
disiapkan  DPMPTSP-NAKERTRANS  Kabupaten

Soppeng

lanjuti untuk diselesaikan.

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harn
kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal

Dasar Hukum

O (Manufacturing) |
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021

Pelayvanan Publik;

Cipta Kerja;

Risiko;

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian lzin Pendinian Satuan Pendidikan;

tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

Sarana dan Prazarana,
ntauFasilitas

. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,

3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis

. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengkapi|

dengan AC |

Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan




5. WC Umum
6. Parkir yang cukup luas

Pengawasan hitﬂm_j_?:_ngnwnun intemal vang dilaksanakan oleh Dinas

Penangan Pengaduan

1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

3. Memiliki pengetahuan tentang OS5 RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

4. Memiliki kemampuan menyampaikan

informasi, bertanggung jawab dan santun kepada
pthak yang memeriukan.

| Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menvangkut aspek tehnis maupun
administratifl sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan tiap hari.

I-—q-.. T !

Pengurusan izin vang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Kejelasan petugas pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewnjaran biava pelayvanan;

. Kepastian biava pelavanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

. Kenyamanan lingkungan; dan

. Keamanan pelayanan;

—
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SEKTOR PARIWISATA

Resiko Rendah Dan Menengah Rendah

dan Prosedur

Jangka
Penvelesaian

Sistem Mekanisme

Waktu |

pelaku Usaha Perorangan (WNI)
2. Memiliki Paspor bagi pelaku Usaha Perorangan
(WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi

pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan

Hukum Untuk Badan Usaha;

5. Alamat E-mail Yang Aktif

Nomor Whatsapp

7. Pernyataan Mandiri di dalam Sistern 0SS RBA,
akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar

pelaksanaan kegiatan usaha.

I. Memberikan informasi mengakses di  website:
www. 088 go.id

<. Pemohon mengakses 0SS dengan menginput NIK |,
E-mail Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan |
mformasi lainnya pada form regitrasi uyang tersedia

3. Memenksa Inbox atau spam pada E-mail

4. Melakukan aktivasi melalui akun 0SS,

5. Melakukan login pada sistem 0SS menggunakan
user |D dan password serta menginput captcha yang
muncul;

6. Mengisi data-data vang diperlukam (data
perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal,
nilai investasi, rencana pengpunaan tenaga kerja |
rencana  permintaan fasilitas perpajakan dan
kepabeanan)

=

1 Jam

s-ﬂ|+ w

| Biaya/Taril
Produk Pelayanan

Penanganan

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

| Gratis (Non Retribusi)

1. NIB (Nomor Induk Berusaha); a
2. Sertifikat Standar;

}'1-. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Sub. Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi
atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-




NAKERTRANS Kabupaten Soppeng vang ditunjulk |
oleh pmpinan pelaksana.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, {DBIH-EHE?EI'JEJ
Telepon, Faximile (0484) 23743, email I
(dpmptsp.soppengkabisgmail.com|  yang  telah
disiapkan  DPMPTSP-NAKERTRANS  Kabupaten
Soppeng

Saran dan sduan segera ditangani dan ditindak
lanjuti untuk diselesaikan.

Pengaduan akan disclesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 [sepuluh) harn

kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

l- mwwuhwmmmm

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kena,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 202)

tentang Penyelenggaraan Perumnan Berusaha di
Daerah;

Peraturan Menten Parwisata Dan Ekonomi
Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
Tentang  Standar  Kegiatan Usaha  Pada
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Panwisata.

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepals Dinas
Penanaman Maodal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Soppeng, :




L
atauFasilitas

Komponen Pelaksana '

. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha

Ruang Tunggu Pemchon (Masyarakat) dilengkapi
dengan AC;

Loket Perizinan (Loket  Informasi, Loket
pendaftaran, Loket Pemprosesan, Loket SKRD,
Ruang Percetakan, Loket Penyerahan dan
Pengaduan

Ruang Arsip
Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum

Parkir yang cukup luas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penvelenggaraan Perisinan Berusaha
di Daerah;

Memiliki pengetahuan tentang 0S8 RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

Memilika kemampuan menyampailan
informasi, bertanggung jawab dan santun kepada
pihak yvang memerlukan.

Pengawasan Internal
Penangan Pengaduan

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap alasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan tiap hari.

Jumlah Pelaksana

Jaminan F'Ehyln;n a

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

4 Orang

‘Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

lzin dari 0SS dijamin keabsahannya




. | Evaluasi

-

Kinerja

O @ NA W e W N

TeEZ8

Prosedur pelayanan,
Persyaratan pelayanan,
Kejelasan petugas pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelayvanan,
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
Resopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan;

- Kepastian biaya pelavanan;

. Repastian jadwal pelayanan;

. Renyamanan lingkungan; dan
- Keamanan pelayvanan;

|



SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM SERTA
TRANSAKSI] ELEKTRONIK;

Resiko Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Standur

memmw
1 IF'Emj'ammn ' 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) I.:np

PN pelaku Usaha Perorangan (WNI)

2. Memiliki Paspor bagi pelaku Usaha Perorangan |
(WNA) :

3. Memiliki Akta Pendirian  Perusahaan  bagi |
pelaku Usaha Badan Hukum

4, Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan |
Hukum Untuk Badan Usaha;

5. Alamat E-mail Yang Aktif
Nomor Whatsapp

7. Pernyataan Mandiri di dalam Sistem 0SS RBA,

' akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar

pelaksanaan kegiatan usaha

2. Sistern  Mekanisme
dan Prosedur

I"I. Memberikan  informasi mengakses i wrbmtc
www. 088, go.id

2. Pemohon mengakses OS5 dengan menginput NIK |, E-
mail Pribadi/Perusahaan (untuk badan usaha) dan

i | informasi lainnya pada form regitrasi uyang tersedia

' 3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail

4. Melakukan aktivasi melalui akun 08S;

5. Melakukan login pada sistem 0SS menggunakan user
ID dan password serta menginput captcha vang
muncul;

6. Mengisi data-data yang diperlukam (data perusahaan,
pemegang saham, kepemilikan modal, nilad investasi,
rencana penggunaan  enaga  kerja |,  rencana
permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan)

|—_ — — —
3. | Jangka Waktu | 1 Jam

| Penyelesaian .
4. | Biaya/Tanf Gratis (Non Retribusi)

5. | Produk Pelayanan 1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Sertifikat Standar; -

6. | Penanganan | 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh |

'I g:::w” Iuank;nﬁﬂmn..l Sub, Keordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi |




~ atau stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-

NAKERTRANS Kabupaten Soppeng vang ditunjuk
oleh pimpinan pelaksana.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08]14608909)
Telepon, Faximile (0484} 23743, email
([dpmptsp.soppengkabiigmail.com]  yang  telah
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten
Soppeng

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak
lanjuti untuk diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatmya 10 (sepuluh) hari
kerja sejak pengaduan diterima dengan lenghkap.

Pelayanan di Internal Organisasi
1.

(Manufacturing)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t:ntu.ng'
Pelayanan Publik; |
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta |
Kerja; '
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 henmng|
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; |
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika |
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada |
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan |
Transaksi Elektronik;
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penvelenggaraan |
Perzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kera Dan.
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
dengan AC

Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,

Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,

Loket Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip




Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum
Parkir yang cukup luas

Komponen

| O 0 &

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tnhuni
2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha di
Daerah;

3. Memiliki pengetahuan tentang OSS RBA, dan dapat |
mengoperasikan Sistem Informasi; dan '

4. Memiliki menyampaikan

informasi, bertanggung jawab dan santun kepada

pihak yang memeriukan.

kemampuan

Pengawasan
Internal Penangan
Pengaduan

'Fmgnnmn

intermal yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setinp atasan secara
strukiural baik vang menvangkut aspek tehnis maupun
administratif sesum dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan tiap hari,

S Rk

4 OUrang

Jaminan Pelayanan

Pengurusan izin vang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

lzin dari OSS dijamin keabsahannya =

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

Prosedur pelavanan;
Persyaratan pelayanan;
Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan,
Kemampuan petugas pelayvanan;
Kecepatan pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan;

. Kepastian buya pelavanan;

. Kepastian jadwal pelayanan
Kenyamanan lngkungan; dan

gy P R S e

— o
Gl b3 =

| 14. Keamanan pelayanan;



SEETOR KETENAGAKER.JAAN

Resiko Rendah Dan Menengah Rendah
Pendampingan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Standar

| A.Proses PenyampaianPelayanan [Service Delivery]

| 1. | Persyaratan
| Pelavanan

2. | Sistem Hflmnlamr

' 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi |
pelaku Usaha Perarangan (WNI)

2. Memiliki Paspor bagi pelaku Usaha Perorangan
(WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pelaku |
Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NFPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan
Hukum Untuk Badan Usaha;

5. Alamat E-mail Yang Aktif

6. Nomor Whatsapp

7. Pernyataan Mandin di dalam Sistem 0SS RBA,
akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar
pelaksanaan kegintan usaha

1. Memberikan informasi mengakses di  website: |

dan Prosedur www,.oss, go.id
| 2. Pemohon mengakses 0SS dengan menginput NIK .
E-mail Prbadi/Perusahaan (untuk badan usaha)
| dan informasi lainnya pada form regitrasi uyang
tersedia
'r 3. Memeriksa Inbox atau spam pada E-mail
| 4. Melakukan aktivasi melalui akun 0SS
5. Melakukan login pada sistem 0SS menpggunakan
user |D dan password serta menginput captcha yang
muncul;
6. Mengisi data-data vyang diperlukam (data
. perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal,
nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja |
rencana permintaan fasilitas perpajakan  dan |
| kepabeanan| :
I .
'3, | Jangka Waktu | 1 Jam |
Penyelesaian .
4. | Biaya/Tarif — Gruua (Non Retribusi) o |
5, | Produk Pelayanan . NIB (Nomor Induk EEﬂ.thll dan

2. Sertifikant Standar;



E ——

L]
e

Dasar Hukum

Pela

. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh |

Sub. Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi
atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-
NAKERTRANS Kabupaten Soppeng vang ditunjuk |
oleh pimpinan pelaksana.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909)
Telepon, Faximile (0454} 23743, emiil
([dpmptsp soppengkabiigmail.com)  vang  telah
disiapkan = DPMPTSP-NAKERTRANS  Kabupaten
Soppeng

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak
lanjuti untuk diselesaikan.

. Pengaduan akan disclesaikan oleh tim penanganan

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari |
kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

T

o

s [ fa -—“ =
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

—

Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang |
Cipta Kerja; |
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 u.-ntnnnil
Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis

I
Eiﬂﬂl:ﬂ; |

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
di Daerah.

Peraturan Menterni Ketenaga kenaan Ri:puhlikl
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha Dan/Atau  Produk Pada
Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Ketenagakerjaan,

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng,




 Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengkapi
Prasarana, atau |
| Pasilitas dengan AC

2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WL Umum

Parkir yang cukup luas

ol U I

1. Pendidikan minimal Diploma Tiga (D3), dan S1
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer

Pengawasan Internal
Penangan Pengaduan

Pengawasan internal yang dilaksanakan olesh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
vang dilaksanakan tiap hari.

Jaminan Pelayanan

Pengurusan izin vang Transparan, Cepat dan Akuntabel

dan Keselamatan
Pelayanan

Jaminan Keamanan

lzin dari OSS dijamin keabsahannva

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

o M T T

I
Ee

Prosedur pelavanan;
Persyaratan pelayanan;
Kejelasan petugas pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelavanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan,
Kecepatan pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelavanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan,

. Kepastian biaya pelayanan;

. Kepastian jadwal pelavanan;

. Kenyamanan lingkungan; dan

. Keamanan pelayanan;

— s
M o = 2




PERIZINAN BERUSAHA RESIKO MENENGAH TINGGI SEMUA SEKTOR
BERDASARKAN KEWENANGAN KABUPATEN

C. Proses PenyampaianPelayanan (Service Delivery) |
1. | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan ([NIK) bagi |
Pelayvanan

| pelaku Usaha Perorangan (WNI)
2, Memiliki Paspor bagi pelaku Usaha Perorangan |
[WNA) '
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pelaku i
Usaha Badan Hukum
| 4, Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan |
| Hukum Untuk Badan Usaha;
5. Alamat E-mail Yang Aktif

| 6. Nomor Whatsapp
[ 7. Pernvatanan Mandidi di dalam Sistem OS85 RBA, akan

memeniihi  dan melnksanakan selurubh standor |
peiaksanaan kegiatan usahs
8 Prrsyaratan Penerbitan Sertifikat Standar Untuk resiko
| _ Menengah Tingg Berdasarkan Kewenangan Permiurmn

kemeniersn

| 2 Sistem  Mekanisme |

dan Prosedur A P e HUET SErTit kst STandsd vk Bigis e s
Tinggi oleh DEMPTSE - v 9SS

- siwiaF (e Hﬂl
- | LTy el
|

I’--.--:F
- “ g = = T
- — far

'3. | Jangka Waktu | 7 Hari Kerja

: 4. _‘_Em:,fa,n’TanI' Gratis (Non Retribusi)

5. | Produk Pelayanan Sertifikat Standar

| F
2
'3
g
i

|
|

' 6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh

:::E:;:TMH Enmn,! Sub. Koordinator Kepala Pengaduan dan Advokasi

atau siafl loket pengaduan di Ingkungan DPMPTSP-

NAKERTRANS Kabupaten Soppeng vang ditunjuk |
oleh pimpinan pelaksana

2 Saran dan aduan disampaltkan melalu loket

pengaduan, kotak saman, SMS, (081 14608908),




' D. mwmﬁmoﬂnmﬁw

email (dpmptsp.soppengkabiigmail.com) yang telah
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS  Kabupaten
Soppeng

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak
lanjuti untuk diselesaikan.

4, Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han

kerja sejak pengaduan diterima dengan lengknp.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelavanan Pubhlk;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan PerikananRepublik
indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penvelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan
Dan Perikanan;

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang |
Sistern  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik.

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal |
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Periginan
Berusaha Berbasis Fisiko dan Fasilitas Penanaman
Modal. !

8 Pemturmn Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasinn  Kewenangan Penyelenggaman  Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal, Pelayanan |
Terpadu S[atu Pmtu Tenagn Kerja Dan ".I"rnnsmigra:ii
Kabupaten Soppeng.

atauFasihitas

1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyambat] dilengkapi dengan |
AL

i 2, Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendafismn,

Laovkeet ﬁ'mpmmmm Loket SKRD, Ruang Ferttmkn.n,.l




Loket Penyernhan dan Pengaduan
Ruang Arsip

Ruang Tun Kernja Teknis

WC Umum

Parkir yang cukup hias

&

=an s W

Hrm.illhl-_pr.npmhd;nn tentnng  Perizinan  Berusaha |
Berdasarkan Persturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Memiliki pengetahuan  tenlang  Perizinan  Berusabs
Berdasaurkan Persturan Pemerintah Nomor & Tahun
202 1tentang PenvelenggaraanPerizinanBerusal di
Daerah;

Memiliki pengetahuan tentang 0SS RHA, dan dapat
mengoperasikan Sistem [nformasi; dan

Memiliki kemam puan menyampaikan  informasi,
bertanggung  jawab dan santun kepada pihak vang
memeriukan.

Pengawasan Internal
Penangan Pengaduan

Pengawasan  internal  vang  dilaksanakan

aleh  Dinas

Penanaeman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
pengawasan melekat oleh setlap atasan secarn strukturml
baik yang menvangkut aspek iehnis maupun administrotil
sesuni dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan
tiap hari.

Jumlah Pelaksana

| 4 Orang

Jaminan Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Jaminan Keamanan
dan Eeselamatan

Pelayanan

Evaluasi
Pelaksana

-

B R B T B o

lzin dari OS8 dijamin keabsahannya

P LR = O

Prosedur pelayanan;
Persyaratan pelayanan;
Kejelasan petugas pelayanan,
Redisiplnan petugas pelayanan;,
Tanggungjawab petugas pelavanan,
Kemampuan petugns pelavanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelavanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayvanan;

. Kepastian biava pelavanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

. Kenyamanan ingkungan; dan
. Keamanan pelayanan;




PERIZINAN BERUSAHA RESIKO TINGGI SEMUA SEKTOR BERDASARKAN

Persyaratan
Pelavanan

6. Nomor Whatsapp
[

KEWENANGAN KABUPATEN

' | A. Proses Pnnpmphnl'uhrmn {Service Delivery)
'I.

Memiliki Nomor Induk Kependudukan [NIK) ba,gl
pelaku Usaha Perorangan (WNI) .
4. Memiliki Passport bagi pelaku Usaha Perorangan
(WNA)
3. MemilikiAkta Pendirian Perusahaan bagi pelaku
Usaha Badan Hukum |
4. Memiliki NFWP bagi pelaku Usaha dan NPWP Badan
Hukum Untuk Badan Usaha;
5. Alamat E-mail Yang Aktif

Pernyvatann Mandir: di dalam Sistem 0SS RBA, nkan
miemenuhi  dan  melaksanakan  selurub standar
pelnk=s=anaan kegiatan usahna '
B. Persyamian Penerbitan Sertifikat Standar Untuk n:r.um-l
Menengah Tinggi Berdasarkan Kewenangan Peralumn

Alur Benerthtan Sectifl et Standar untuk Digiko snengsh

——--oi

Pl gaps § e iy 0

1. Prugmiun.u. ‘saran, dan masukan i“!l-ll}ﬁl:'.ni obkeh Eutl.l
Koordinator Kepals Pengaduan dan Advokasi ntau stal |
loket pengaduan di ingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan
prinksana.

Kementerun.
Sistem Mekanisme |
dan Prosedur
Tinggl oleh DEMPTSP
Jangka Waktu | 7 Hari Kerja
Penyelesaian D
Biaya/Tarif Gratis (Non Retribusi)
Produk Pelavanan lzin
1i Penanganan
| Pengaduan, Saran, |
dan Masukan

2. Saran dan aduan disampailan melalu loket pengaduan, |
kntak SATAN, SMs, (D81 14608908), emuil |
([dpmpisp. soppengkabhippmail com) vang ielah disiapkan I
DPFMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng



4.

untuk diselesaikan.

Pengaduan akan disclesaitkan oleh m  penanganan
pengaduan selambat-lambatnva 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pengaduan ditertma dengan lengkap.

'Damr Hukum

-

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang |

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021

Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja; |
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang |
Penvelenggaraan Penzmnan Berusaha Berbasis |
Risiko;

Penvelenggaraan Penzinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Menten Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penvelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan
Dan Penkanan;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem  Penzinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik.

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal.

tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

Sarana

atauFasihitas

1.

2.

Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi |
dengan AC |
Loket Perizinan [Loket Informasi, Loket
pendafiaran, Loket Pemprosesan, Loket SKRD,
Ruang Percetakan, Loket Penyerahan dan
Pengaduan

f




Komponen Pelaksana

——

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum

Parkir vang cukup luas

ot BB NS S

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

2, Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;

3. Memiliki pengetahuan tentang 0S8 RBA, dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

4, Memihk: kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun kepada
pihak vang memeriukan.

Pengawasan Internal |
Penangan Pengaduan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah pengawasan melekat oleh setiap
atasan secara struktural baik yvang menyangkut
aspek tehnis maupun administratifl sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan tiap
hari.

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayvanan

| Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

4 Orang

Jaminan Iit:a.ummn"
dan Keselamatan
Pelayanan

lzin dari 0SS dijamin keabsahannya

Evaluas Kinerja
Pelaksana

Prosedur pelavanan,

Persyaratan pelayanan;

Kejelasan petugas pelayanan;
Redisiplinan petugas pelayanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan,
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;
Kewajaran biaya pelayanan;

. Kepastian biaya pelayanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

. Kenyamanan lingkungan; dan

- keamanan pelayanan;

i B L B o

et =
TR
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PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Persyaratan
Pelayanan

' A. Proses PenyampaianPelayanan (Service Delivery)

I. Bangunan Sederhana:

¢ Data Umum
» Folocopy KTP
o Fotocopy PKKPR
o Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik

tanah dan pemilik Bangunan Gedung (Bukt

Kepemilikan Tanah)
o Data Penyediaan Jasa Perencana Konstruksi stsu
Arsitektur berlisensi.
“+ Data Teknis Tanah
o Gambar batas tanah vang dikuasai termasuk gambar
bangunan pedung eksisting pada area/persil yvang
akan dibangun
o Gambar dan informaasi tentang hasil penvelidikan
tanah
< Data Teknis Arsitektur
o Gambar rencana tapak dan rancangan bangunan
» Spesifikasi teknis
% Data Teknis Struktur
o Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana
struktur
Il. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA
< Data Umum
o Fotocopy KTP
o Fotocopy PKRKPR
o Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik
tmnah dan pemilik Bangunan Gedung (Buku
Kepemilikan Tanah)

o Data Penyediaan Jasa Perencana Konstruksi stsu |

Arsitektur berlisensi.
% Data Teknis Tanah
o Ciambar batas tanah vang dikuasai termasuk gambar
bangunan pedung eksisting pada area/persil yvang
akan dibangun
o Gambar dan informaasi tentang hasil penyvelidikan
tanah
< Data Teknis Arsitektur
o Gambar rencana apak dan rancangan bangunan




» Spesifikasi teknis '

% Data Teknis Struktur
< Perhitungan sederhana dan gambar rencana struktur
v Gambar detail struktur
o Spesifikasi teknis
% Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
o Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan,
pencahayann, sanitasi, proteksi kebakaman, tata
udara, dan elemen MEP lainnya vang dipersyaratkan.
o Spesifikasi teknis |

IIl. BANGUNAN PROTOTIPE
< Data Umum
> Fotocopy KTP
» Fotocopy PKKPR
v Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik
tanah dan pemilik Bangunan Gedung [(Bukti
Kepemilikan Tanah)
o Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
o Data Penyediaan Jasa Perencana Konstruksi stsu |
Arsitektur berlisensi.
% Data Teknis Tanah |
o Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
. bangunan gedung eksisting pada area/persil vang
akan dibangun |
| o Gambar dan informaasi tentang hasil penyelidikan
tanah
Bdw

_.
|

-

4 Data Teknis Arsitektur
o Gambar renvana tapak dan rancangan bangunan |
o Spesifikasi teknis I
< Data Teknis Struktur
o Gambar detail prototipe

IV. BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM ‘
< Data Umum

o Fotocopy KTP :
o Fotocopy PKKPR |




o Surat Peranpan pemanfaatan tanah antara pemilik
tanah dan pemilik Bangunan Gedung (Bukti
Kepemilikan Tanah)

o Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)

0 Data Penvediaan Jasa Perencana Konstruksi stsu
Arsitektur berlisensi.

% Data Teknis Tanah |

o Gambar batas tanah vang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung eksisting pada area/persil yvang
akan dibangun

» Gambar dan informaasi tentang hasil penyelidikan |
tanah

< Data Teknis Arsitektur
o Konsep rencana Arsitelcur

o Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar
dab Rancangan bangunan
Spesifikasi teknis
< Data Teknis Struktur
o Perhitungan teknis dan Gambar Rencana Struktur
dan elemennya
o Gambar detail struktur |
o Spesifikasi teknis '
% Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing |

o Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, |

pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, mm:

udara, dan elemen MEP lainnya yang dipersyaratkan |

sesual kebutuhan,
o Perhitungan gambar rencana sistem sanitasi
o Spesifikasi teknis




| Biays,/ Tarif
Produk

Gratis (Non Retribusi)
Sertifikat lzin

B. hﬂﬂm!ﬁmﬁ Internal Organisasi (Manufacturing)

Hnulmn

. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

. Pengaduan akan diselesaikan oleh Utm penanganan

Fu:ngaduan saran, dan masukan ditangani oleh Kepala |
Seksi Pengaduan dan Advokasi atau staf loket pengaduan di |
lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng
vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana_ '

. Baran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,

kotak saran, SMS, (081 14608908) Telepon, Faximile (0484)

23743, email (dpmptsp.soppengkab@gmail.com) dan aplikasi LA
SIDE (Play Store LA SIDE Instal sampai selesai) yang telah |
disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

untuk diselesaikan |

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap lengkap.

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 23

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tl:n'ln.ngl

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; _
. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

. Peraturan Menteri Dslam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung:

Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung;

tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perzinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenagn Kerja Dan Transmigras
Kabupaten Soppeng, |




2. |Sarana  dan 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC
Prasarana, : . ¥
atons ot |2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket |
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan '
3. Ruang Arsip |
4. Ruang Tim Kerja Teknis
2. WC Umum
Eﬁ. Parkir vang cukup luas
3. |Komponen  |1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1 ]
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
!3. Menguasai Komputer
4. | Pengawasan | Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
anturn:Ln Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
Pengaduan melekat oleh setinp atasan secara struktural baik wvang
menyangkut aspek tehnis maupun administratif sesuai dengan |
tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tiap hari.
5. |Jumlah 5 Orang a '
Pelaksana N
6, | Jaminan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan
Pelavanan e
7. | Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dengan |
ieml :‘;Inn memberikan sarana dan prasarana yvang cukup memadai mulai |
Pelayanan dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya
dengan petugas keamanan di Kejelasan petugas pelayanan dan .
petugas parkir, sehingga memberikan rasa aman, dan nyvaman
sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat pemohon. |
8. | Evaluasi 1. Prosedur pelayanan, B
| néy) 2. Persyaratan pelayanan;
| Pelaksana
3. Kejelasan petugas pelayanan,
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Tanggungjawab petugas pelayanan,
| 6. Kemampuan petugas pelayanan;
‘ 7. Kecepatan pelayanan;
| B. Keadilan mendapatkan pelayanan;
| 9. Kesopanan dan keramahan petugas;
; 10. Kewnjaran biaya pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan;
12. Kepastian jadwal pelayanan;
13. Kenyamanan lingkungan; dan

aa
-—

. Keamanan pelavanan; |




STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
No. Komponen | Uraian ]
1. | Persyaratan Pelavanan |1. Surat permohonan di atas kop instansi/perubahan
bagi badan usaha vang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Instansi/Perusahaan (Materai
10,000},

2. Surat kuasa dana Fotocopi KTP vang dikuasakan

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

4. Fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP):

5. Fotokopt Akte Perusahaan bagi badan usaha;

6. Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah

7. Fotokopi Tanda Bukt Lunas PBB Tahun Berjalan

8. Forokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau
Penggunaan Tanah

9. Surat Pernyataan Bangunan sudak Laik Fungsi dan
Pengawas/ Manajernen Konstruksi / Pengkajian

). Data Penyediaan Jasa Perencana;

|1. Data Penvediaan Jasa Pelaksana;

2, Data  Penyediaan Jasa  Pengawas/Majemen
Konstruksi;

13. Data Penyediaa Jasa Pengkajian Teknis
Syaral Teknis

1. Data Umum Bangunan Gedung/Prasarana;

2. Fotocopi IMB bagi SLF :

3. Fotocopi IMB dan SLF awal bagi SLF n*)

4. Dokumen Pemelihataan dan Perawatan®)

5. 1 (satu) set gambar Arsitektur lampiran IMB dan
Perizinan yang terakhir terbit;

6. Gambar [As built drawing) hasil pelaksanaan; '

7. Laporan pengawas yang hufmiﬁknufm 1
vang ditunjuk DPMPTSF,

8. Laporan Testing Commisioning/Kajian Teknis oleh
Perangkat vang bersertifikasi.

2. | Sistem Mekanisme dan | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
Prosedur Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS.

4. Pemohon melakukan pendafiaran  permohonan
penzinan di Loket Pendaftaran.

J. Stal Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan
berkas permohonan.

4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan
melakukan kunjungan lapangan apabila
memeriukan tinjauan lapangan.

5. Stal Pemprosesan mencetak surat uzmn,

6. Penandatanganan Surat lzin oleh Kepala DPMPTSP-
NAKERTRANS.

7. Pemohon mengambil Izin di Loket Penyerahan lzin.

8. Apabila melakukan daftar ulang | Herreqgistrasd wajib
melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya
sama dengan pengurusan baru.

9. Apabila tegadi penclakan permohonan dalam
pemrosesan, pembentahuan penolakan maksimal 3
(tiga) han kerja.

10. Proses penerhitan untuk pengurusan lebih dan 2
jenis izin dan non izin dilakukan secara bersamaan

| dengan 1 (satu] berkas permohonan dan Waktu




i = | penerbitan perizinan paralel maksimal 7 (Tujuh)

! ' hari kerja sejak berkas permohonan diterima

- dengan lengkap.

3. | Jangka Waktu | 10 Hari Kerja

__| Penyelesaian )

4. | Biaya/Tarif | Gratis (Non Retribusi)

5. | Produk Pelayanan | Sertifikat lzin

6. | Penanganan | 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Pengaduan, Saran, dan Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau stafl loket
Masukan pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS

7. | Dasar Hukum

yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana. |

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608908)
Telepon, Faximile (0484 23743, ermail
([dpmptsp. soppengkabiigmail com).

3. Saran dan aduan segera ditangani dan
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja scjak pengaduan ditenima dengan lenghkap.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

3. Peraturan Mentenn Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 |
tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

4. Perda Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Soppeng |

5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

8. Sarana dan Prasarana,
atau Fasilitas

9, l Komponen Pelaksana

10, Pengawasan  Internal
' Penangan Pengaduan

ool Bl

. Ruang Tunggu Pemohon ([Masyarakat) dilengkapi
dengan AC
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang
‘ Percetakan, Loket Penyeranhan dan Pengaduan

1

Ruang Arsip
Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum
Parkir yang cukup luas

1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1

2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer
Pengawasan intermal vang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secamn
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratil sesuai dengan tugas pokok dan fungs:
vang dilaksanakan setiap han.

11. | Jumlah Pelaksana

5 Orang

12. | Jaminan Pelayvanan

FEningknt.El.u"inuvanﬁ dalam pemberian pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadal mulai dari gedung dan faslitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di |




14,

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

ruang pdiijrmn dan
membernkan rasa aman, dan nyaman
memberikan kepuasan kepada masyarakat pemohon.

ﬁWﬂ?P#PHf

1. Prosedur pehy:nan

Persyamatan pelayanan;

Kejelasan petugas pelayvanan;
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan;
. Kepastian biaya pelayanan;
. Kepastian jadwal pelnymn

sehingga |
schingga

petugas  parkir,




STANDAR PELAYANAN

IZIN TRAYEK

| Sistem Mekanisme dan |

ﬁ“%ﬂﬂf

10. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam

. Foto Copy [zin Trayek (Perpanjangan)

Formulir Permohonan

Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan
Foto Copy Kartu Pengawasan
Foto Copy Buku KIR

Pemohon mengambil Formulir Permohonan  di
Loket Informasi atau ditempat lain vang telah

Pemohon melakukan pendaftaran permohonan
perizinan di Loket Pendaftaran.

Stafl Loket Pendaftaran menenima dan memeriksa
kelengkapan berkas permohonan.

Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan
melakukan kunjungan I.nq::mgn.n apabila

Pemohon membayar retribusi sesuail dengan SKRD
vang telah ditetapkan di Bank Sulsel apabila izin

Stafl Pemprosesan mencetak surat izin.
Penandatanganan Surat  [zin  oleh  Kepala

Pemohon mengambil [zin di Loket Penyverahan lzin.
Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi

wajib melampirkan surat izin yang lama, dan |
prosesnyva sama dengan pengurusan baru. |

pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal

| Prosedur
j ditetapkan.
2.
3.
4
memerilukan tinjauan
3.
' dikenakan retribusi,
f.
7.
DPMPTSP-NAKERTRANS.
8.
9.
3 (bga) hari kerja.
| 3. | Jangka Waktu | 1 Hari Kena
4 Enya,"Tum" 1.

oo

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor |
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Fe.rmturani
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Surlt Izin ].rnng_hcrh.ku selama 5 Tahun

Biaya retribusi :
JENIS KAPASITAB TEMPAT CARTE
 ANGKUTAN DUDUK
Mobil Penumpang, | 1 s« B orang Rp. 25000, l
Mohil Hus [ 9sd |5 omng Rp. 35.000,. |
| 16 nd 35 omang Rp. 45.000, |
| Lebih dari 26 oang | Rp. 50000, |

| Dasar Hukum

| 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

St R e

. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau stafl loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS |
vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket |
pengaduan, kotak saran, SMS, |ﬂEll4ﬁDﬂWﬂj‘
Telepon, Faximile (0484) 23743, email
Saran dan aduan segera  ditangani dan!
ditindaklanjuti untuk diselesailean. .

. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim ptnnnpn.n,n

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepulubh} harn
kerja scjak pengaduan diterima dengan lenghkap. |
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 :entmgr
Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, |

|




| 6. Perda

Lintas dan Angkutan Jalan; i
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria
Penzinan Berusaha Terintegrasi Secaran Elektronik
Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang dijalan dengan Kendaraan Umum;

Nomor & Tahun 2012 teniang Retribusi |
Perizinan Tertentu.

. | Sarana dan Prasarana,

atau Fasilitas

| Komponen Pelaksana

[ 10,

. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi |
dengan AC

enew

Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket n,
Loker Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir yang cukup luas

I-‘ltmd}d:l-mn minimal DIF]DII'I.H 3, dan S1

Memiliki km:mmpuan dibidang Pelayanan Perizinan

Pengawasan  Internal
Penangan Pengaduan

internal vang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratifl sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap hari.

[ 11. [Jur
| 12,

Eﬂrn.ng

13.

A

Kinerja |

Jaminan keamanan dan Keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dari pedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
ruang pelayvanan dan  petugas parkir, sehingga
memberikan  rasa  aman, dan nyaman sehingga
| memberikan kepuasan kepada masyarakat pemohon.
Prosedur pelayanan;
Persyaratan pelavanan,
Kejelasan petugas pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelavanan,

puan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;
Kewajaran biava pelavanan,
. Kepastian biaya pelayanan;
Kepastian jadwal pelayanan;
Kenyamanan lingkungan; dan
Keamanan pelayanan




.—‘;t

ﬁﬁlj'umhm Pelayanan

STANDAR PELAYANAN

* LN~

IZIN PENEMPATAN REKLAME

Uraian '

Foarmulir Permohonan

Identitas / Profil Usaha

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha
vang berbadan hukum

Surat Pernyataan sanggup memenuhi persvaratan
teknis dari instansi yang berwenang

CGambar denah, tempat lokasi pemasangan reklame
Fotocopy PBG bagi vang memerlukan

Sistern Mekanisme dan
Prosedur

Jangka

Waktu
Penvelesaian

F'm_duk i’ﬂu}un&n

| Biaya/Tanif

=W

b

Y

i

. Apabila

Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
Informas atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS.
Pemohon melakukan pendaftaran permohonan
perizinan di Loket Pendaftaran.
Sl Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan
berkas permohonan.
Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan
melakukan kunjungan lapangan apabila memeriukan
tinjauan lapangan.
Stal Pemprosesan mencetak surat izin,
Penandatanganan Surat [zin oleh Kepala DPMPTSP-
NAKERTRANS.
Pemohon mengambil lzin di Loket Penyverahan lzin.
Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib
melampirkan surat izin yang lama, dan pmumjrn]'
aama dengan pengurusan baru.

terjadi penolakan permohonan du.lam
pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3!
(tiga) han kerja.

5 Hari Kerja

§ [T ey rn

Pengaduan, Saran, dan
Masukan

il

T

Pengaduan, saran, dan masukan ditangam oleh
Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atnu staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.
Saran dan aduan disampaikan melalui
pengaduan, kotak saran, SMS,
Telepon, Faximile [[HB-'II 23743, email
d 15 dan aplikasi LA
SIDE [F'I.a:,r Store LA SIDE In-tn'l sampai selesai) yang
telah disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS.
Saran dan aduan segera  ditangani
dinndaklanjuti untuk diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambainya 10 (sepuluhb) hari
kerja sejak pengaduan diternima dengan lengkap. |

loket
(08114608908

dan

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi, |




'Perda Kabupaten Soppeng Nomaor 8 Tahun 2012 tentang |

Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Soppeng
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun |
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang
8. |Sarana dan Prasarana, 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyvarakat) dilengkapi
atau Pasilitas dengan AC
2. Loket Perizinan {Loket Informasi, Loket
pendaftaran, Loker Pemprosesean, Loket SKRD.
Ruang Percetakan, Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
5. WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
‘9. | Komponen Pelaksana 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan 51
- 2. Memiliki Kemampuan Berkompetens: dibidang
Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer
| 10, | Pengawasan Internal | Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
{ Penangan Pengaduan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

11.

adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secarn
struktural baik vang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang dilaksanakan setiap han.

Jumlah Pelaksana

3 Orang

Jaminan Pelayanan

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan

13.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

[ 14,

Evaluasi Kinerja

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup
memadai mulai dar gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannva dengan petugas keamanan di
ruang pelayanan dan petugas parkir, schingga
memberikan msa aman, dan nyaman sehingga
memberikan kepuasan kepada masvarakat pemohon

1. Prosedur pelayanan;

Persyaratan pelayanan;

Kejelasan petugas pelavanan;
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelavanan;

Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;
Hl Kewajaran biava pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan;

12. Kepastian jadwal pelayanan;

13. Kenyamanan lingkungan; dan

14. Keamanan pelayanan;

L R ST AR




IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

!_Ln_w-_hnmmmunm

[ 1.

Persyaratan Pelayanan

Sistem  Mekanisme dan
Prosedur

—~a e B

1.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.

Surat Permohonan dari satuan pendidikan
(Yayasan/Lemhbaga) :
Data jemis program vang dilaksanakan
Foto Copy KTP '
Data sarana prasarana belajar (lampiran foto
lokasi kegiatan)

Daftar nama tenaga pengelola dan tenaga
pendidik |
Data calon peserta didik

Struktur organisasi

Jadwal belajar

Reterangan daftar dari UPTD Kecamatan

NSPN  (bag perpanjangan [zin Operasional
Sekolah)

NPWP Lembaga

Nomor rekening lembaga jika perlu
Rekomendasi Penilik / Pengawas

Pengantar UPT Kecamatan

Program Minimal sudah berjalan satu tahun
Papan lembaga

Kurikulum

Sural pernyataan kelengkapan berkas

Pemohon mengambil Formulir Permohonan di |
Loket Informasi atau di tempat vang telah |
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS |
kRabupaten Soppeng.
PemohonmendaftarmelaluiAplikas:
layananptsp.soppeng.go.id /dpmptsp-online.
Pemohonmembuatakunpendaftan

Masukkan Username dan Password,
lalukliktombol MASUK

Setelahitu, klik menu perizinanpilih daftar izin
dan pilihjenisperizinan

Lengkapi Data dan penguplotanpersyaratan
Kemudian, kliksimpan
Setelahselesaiperizinanterkinmmasukke  email
yang bersangiutan.

|
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|
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Waktu
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5 Hari Kerja

Ciratis (Non Retribusi)

Penanganan  Pengaduan,
 Saran, dan Masukan

T

1. | Dasar Hukum

deim-mﬂ

1.

Pengaduan, saran, dan masukanditangani oleh
Sub. KoordinatorPengaduan dan
Advokasiataustafloketpengaduan di lingkungan
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng
yang ditunjuk oleh pimpinan.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (081 14608909)
Telepon, Faximile (0484) 23743,
(dpmptsp soppenghab@gmail.com)

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak |
lanjuti untuk diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim
penanganan pengaduan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

Organisasi (Manufacturing)

|. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
tentang Pendidikan Dasar

1990

2005
tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini |
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja satuan Pendidikan Dasar dan
Menengih.




Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9
Tahun 2017 tentang Penvelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Soppeng.

I
| 10.

Penanaman

. |Sarana dan Prasarana,
ll.tnuFﬂlﬂit-l!-

Komponen Pelaksana

Pengawasan  Internal
Penangan Pengaduan

13 e

. | Jaminan Pelayvanan

1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengkapi
dengan AC

. Loket Perizinan  (Loket Informasi, Loket

pendaftaran, Loket Pemprosesan, Loket SKRD,

Ruang Percetakan, Loket Penyerahan dan

Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kenja Teknis

WC Umum

6. Parkir yang cukup luas

3.
4.
3.

1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan §1

4. Berkompetensi dibidang Pelayvanan Perizinan
3. MenguasaiKomputer

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis
| maupun administratil sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang dilaksanakan tiap hari.

- ————

2 Omang

" Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan

7. | Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada

pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana
yang cukup memadai mulai dan gedung dan fasilitas

pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas
keamanan oi Kejelasan petugas pelayanan dan

nyaman sehingga memberikan kepuasan kepada
masyarakat pemohon.

petugas parkir, sehingga memberikan rasa aman, dan |




8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

ol e B U o

el o e e
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Prosedur pelavanan,

Persyaratan pelayanan;

Kejelasan petugas pelayanan,
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggungiawab pelugas pelayanan;
Remampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biaya pelayanan;
. Kepastian biayva pelayvanan;
. Kepastian jadwal pelayanan;

Kenyamanan lingkungan dan
Keamanan pelavanan;




SURAT IZIN PENELITIAN

= S s ———

|A. Proses Penyar {Service Delivery)

1. |Persyaratan |1. Foto Copy KTP Peneliti
FENgEn 2. Surat Pengantar darni Institusi masing-masing

i3. Proposal Kegiatan

2. | Sistem il. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket Informasi
Mekanisme . ’
dan Prosedyy | AU ditempat yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP-

| NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikas:

E layananptsp. soppeng.go.id/dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

' 4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol MASUK

5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih jenis
perizinan

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Remudian, klik simpan

i8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email vang
bersangkutan.

3. |Jangka 5 Hari Kerja
Wakitu

| Penyelesaian | JRE—— =

4. | Biaya/Tarif | Gratis (Non Retribusi]

5 | Produk Sertifikat lzin

| Pelayanan !

6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dJditangani oleh Sub.
F"““"E Ay |  Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket pengaduan
Masukan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng

yang ditunjuk oleh pimpinan.
2. Saran dan aduan disampaikan melalul loket pengaduan, kotak
saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile [0484) 23743,

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan

email (dpmptsp soppenghkab@gmail com| |

. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk |

diselesaikan.

selambat-lambatnya 10 {sepuluh] hari kerja sejak pengaduan
ditenima dengan lengkap.




,EMWWHMW
Dasar

isasi (Manufacturing)
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002

| Fulom tentangSistem  Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan(imuPengetahuanTeknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
tentangPerubahanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi
Penelitian;
|3. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
| Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Tenaga Kenja Dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
2. |Sarana dan  |. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC
mﬂ .2‘ Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
|4 Ruang Tim Kerja Teknis
5. WC Umum
iE. Parkir yang cukup luas
3. | Kemponen | 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Pelaksana |5 Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. MenguasaiKomputer
|4- Pengawasan | Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
| lnptﬂ'nnl Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah prnguwnu.nl
Pengaduan melekat oleh setiap atasan secara  struktural baik  yang
menyangkut aspek tehnis maupun administratif sesuai dengan
| tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tap han.
I
5 Jumlah 3 Orang
| Pelaksana
6. | Jaminan Peningkatan inovasi dalam pembenan pelayanan
l Pelayanan
7. |Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dengan
| W memberikan sarana dan prasarana vang cukup memadai mulai
Keselamatan |dan gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya
Pelayanan

dengan petugas keamanan di Kejelasan petugas pelayanan dan
petugas parkir, sehingga membenkan msa aman, dan nyaman
schingga memberikan kepuasan kepada masvarakat pemohon
dan nyvaman sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat




i

e

pemohon.
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Prosedur pelnynﬁﬁh;

Persyaratan pelayvanan;

Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Recepatan pelavanan;

Keadilan mendapatkan pelavanan;
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewajaran biayva pelayanan;
. Kepastian biaya pelayanan;
12,
. Kenyamanan lingkungan; dan
. Keamanan pelayanan;

Kepastian jadwal pelayanan;




IZIN TENAGA EESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEEKER (SIPA)
SURAT IZIN KERJA APOTEKER (SIKA)

.
|
|

|

LP_WM

' Persyaratan [ 1. Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTF) pemohon
s | 2. Fotocopy STRA yang dilegalisir oleh KFN
4. Sumt pernyataan mempunyal tempat praktik profesi |
| atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelavanan |
i kefarmasian atau dari pimpinan fasilitasproduksi atau |
| distribuai/ penyaluran;
- 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat
izin praktik
5. surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
6. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanvak 2 (dua) lembar
dan 3 x 4 sebanyak
7.Ash SIPA pertama apabila mengajukan permohonan
SIPA kedua
2. | Sistem 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
gmﬁ“ dan | |oformasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
2. Pemohon mendaftar melalus Aplikasi
lavananptsp.soppeng. go.id /dpmpisp-online.
4. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
|  MASUK
| 5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih
jenis perizinan
6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik ssmpan
8. Setelah selesal perizmnan terkinm masuk ke email yang
bersangkutan.
Jangka  Waktu | 5 Hari Kega
_ Penyelesaian o I
4. | Biaya/Tarif Gratis (Non Retribusi)
'5. | Produk Pelayanan | Sertifikat lzin =~ - N
fi. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub. |
mm' ta | Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
Masukan pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS |

Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan. |
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, |
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile




: (0484) 23743, email [dpmptsp soppengkab@gmail.com)
3, Saran dan aduan segera ditangani dan ditindakianjuti
untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim  penanganan
pengaduan selambat-lambatnva 10 (sepuluh] hari kerja
1 sejak pengaduan ditennma dengan lengkap.
B. Proses Penge! Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1. | Dasar Hukum ' 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
2. Pematuran PemerintahNomor 51 Tahun 2009 tmungl
Pekenaan Kesehatan;
3. PermenkesNomor 31 TentangPerubahan Atas Pernturan
Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011
tentang Regestrasi, lzinPraktek, Dan lzinKerja Tenaga
Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Pernizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal,
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
2. | sarana dan| 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
Prasarana,
atauFasilitas dengan AC
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
3. WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1 '
Pelaksana
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer
4. | Pengawasan Pengawasan intcrnal yang  dilaksanakan oleh Dinas
[F““"“‘l < m' CNANEAT | penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi vang
dilaksanakan tiap hari.

e — e — —

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadali mulai darn gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
Kejelasan petugas pelayanan dan petugas parkir, m:hinm:
memberikan rasa aman, dan nyaman sehingga memberikan |
kepuasan kepada masyarakat pemohon dan nyaman
schingga memberikan kepuasan kepada masyarakat
pemohon.

B. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Prosedur pelayanan
Persyaratan pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan .
Tanggungawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelayvanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan

11. Kepastian biava pelayanan

12. Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14. Keamanan pelavanan

Ll U O
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1.

IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEHNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

| Persyaratan
| Pelayanan

1. Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2, fotokopi STRTTK vang dilegarisir;

3. Surat keterangan sehat dan dokter yang memiliki surat
izin praktik !

4. sural pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat 1
pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian

9. sural rekomendasi dan organisasi yang menghimpun |
Tenaga Teknis

6. pas foto berwama ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)
lembar dan 3 x 4 sebanyak

7. Ash SIPTTK pertama apabila mengajukan permohonan
SIPTTK kedua dan ketiga

2. | Sistern Mekanisme | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
R Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
2. Pemohon mendaftar medalui Aplikasi
layananptsp.soppeng.go.id /dpmptap-online.
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK '
5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan |
pilih jenis perizinan |
6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik simpan
B. Setelah selesai perizinan terkinm masuk ke email vang
bersangkutan.
3. |Jangka  Waktu | 5 Hari Kerja h
4, mﬁ;ﬁn CGratis (Non Retribusi) e = ————
5. | Produk Pelayanan | Sertifikat lsin -
6. | Penanganan I Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oieh Sub.
fomgaduan, |  Koordinator Pengaduan dan Adwokasi atau staf loket
Masukan pengaduan di  lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS

Kabupaten Soppeng yang ditunjuk oleh pimpinan..

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909 Telepon, Faximile
[0484) 23743, email (dpmptsp soppenghab@gmail.com)




4, Pengaduan akasn diselesaikan oleh tim penanganan

untuk diselesaikan.

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap. |

'B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1.

N

Dasar Hukum

amuFuﬂh:u

Komponen
Pelaksana

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang |

. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan

. Ruang Tim Kerja Teknis

Undang-Undang Nomor 36 Tahun
Kesechatan,

2009 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;

Permenkes Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Menteri Kesehatan Nomor B89/MENKES/PER/V/2011
Tentang Regestrasi, lzin Praktek, Dan lzin Kerja Tenaga
Kefarmasian;

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Periginan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

AC

Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loket Pemprosesan, Loket SKRID, Ruang Percetakan,
Loket Penyernhan dan Pengaduan

Ruang Arsip

WC Umum

Parkir yang cukup luas

. Pendidikan minimal Diploma 3, dan 51

Berkompetensi dibidang Pelavanan Perizinan

Menguasai Komputer




Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secam

! struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun

administratif sesumi dengan tugas pokok dan fungsi yang |
dilaksanakan tiap hari. '
'S5 Orang

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dan gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk  keamanannva dengan petugas keamanan di
ruangp elayanan dan petugasparkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan

kepada masyvarakat pemohon.

Evaluasi Kinerja

1. Prosedur pelayanan,
Persyaratan pelayanan;
Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelavanan;
Tanggungjawab petugas pelayanan,
Kemampuan petugas pelayanan,
Kecepatan pelavanan;
Keadilan mendapatkan pelavanan;
Kesopanan dan keramahan petugns,

. Kewajaran biaya pelayanan;

. Kepastian biaya pelayanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

. Kenyamanan lingkungan; dan

0 e NSO LN

i e

. Keamanan pelayanan;




..l, h-umphnhhpunillﬂhﬂlﬁ'lrﬂ

IZIN TENAGA KESEHATAN

10. SBurat Keterangan /Kerjasama Penaganan Sampah Medis

Futi:n:-upjr Kartu Tanda Penduduk (KTF) pemohon
Fotocopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat
keterangan dari fasilitas pelayanan keschatan sebagai

Surat keterangan schat dari dokter yang memiliki surat

suratl persetujuan dar atasan langsung bagi Dokter dan |
Dokter CGigi vang bekernja pada instansi/fasilitas
pelayanan  kesehatan — pemerintah  atau  pada

instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna

surat rekomendasi dan organisasi profesi, sesuai tempal

pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyvak 3 (tiga) lembar

Fowocopy Surat Tugas/Keterangan dari Ketua Program
Studi Bagl Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
Dokumen SPPL untuk Praktik peroranagn [Swasta)

untuk praktik Perorangan bagi dokter gigi
. Fotocopy Surat Tugas/Keterangan dari Ketua Program
Studi Bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

1. | Persyaratan (1. F
. 2.
KKI;
S
tempat praktiknya;
4.
izin praktik;
3.
I
waktu;
6.
praktik;
:
dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar,
8.
9.
11
2. | Sistemn 1
Mekanisme dan
Prosedur

< o

. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket

. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi

e

Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng

layananptsp.soppeng.go.id /dpmptap-online.
Pemohon membuat akun pendafian

. Masukkan Usermame dan Password, lalu klik tumhull

MASUK

. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih

jenis penzinan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

Kemudian, klik simpan

Setelah selesai perimnan terkinm masuk ke email yang



3. |Jangka Waktu | 5 Hari Kerja

4. | Biaya,/Tarif Gratis (Non Retribusi)
Produk Sertifikat lzin
Pelayanan

6. | Penan 1. Pengaduan, saman, dan masukan ditamgani oleh Sub.
PEHE gaduan, ik Koordmator Pengaduan dan Advokasi atau stal loket
Masukan pengaduan di  lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS

Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan..

Saran dan aduan disampaikan melalu loket pengaduan,
kotak saran, SMS3, (08114608909) Telepon, Faximile
(0484) 23743, email (dpmptsp soppengiab@gmail com) I
Saran dan aduan segera ditangani dan ditirnduklm*njmi!'
untuk diselesaikan_

Pengaduan akan diselesaikan oleh tm penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja

sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

K I Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052 /MENKES /PER/X /2011 Tentang lzin Praktik Dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman  Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi|
Kabupaten Soppeng.

2. |Sarana  dan |l Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
CEBSEEIN, AC
| atauFasilitas o _

2. Loket Perizinan {Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket |
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

3. Ruang Arsip

4. Ruang Tim Kerja Teknis

3. WC Umum

6. Parkir yang cukup luas




|. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1

Felakesna 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
| 3. Menguasai Komputer
| Pe Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
mm“ Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah J
Pengaduan pengawasan melekat oleh setiap atasan secara struktural
baik vang menyangkut aspek tehnis maupun administratif
sesual dengan tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan
hap han. :
' Jumlah 5 Orang ' 1
Pelaksana - e —
Jaminan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan
 Pelayanan 1 I S _—
Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
mmn dan | Gengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
Pelayvanan memadai mulai dan gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk  keamanannya dengan petugas keamanan di
ruangp elayanan dan petugasparkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyaman sehingga memberikan kepuasan
kepada masyarakatl pemohon.
Evaluasi Kinerja | 1. Prosedur pelayanan;
Pelaicsana 2. Persyaratan Pelayanan;
3. Kejelasan petugas pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan;
0. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Kecepatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan;
9. Kesopanan dan keramahanpetugas;
10.Kewajaran biaya pelayanan;
| 11.Kepastian biaya pelayanan;
| 12.Kepastian jadwal pelayanan;

|

13.Kenvamanan ingkungan; dan
14. Keamanan pelavanan;




IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT N DOKTER INTERENSIP

";i.'i'-run rugmmhym (Service Delivery) =
. | Persyaratan Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
i oo 2. Fotokopi STR untuk kewenangan internsip vang |
diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KEl atau tanda
terima pengurusan STR dari KKI;
| 3. Surat keterangan dan Komite Internsip Dokter Indonesia;
' 4. Surat keterangan sehat dan dokter yang memiliki surat
izin praktik ,

5. Surat rekomendasi dan organisasi profesi, sesuai tempat 1
praktik; dan

6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanvak 3 (tiga) lembar
dan 3x4 sebanyvak 2 (dua) lembar.

7. Surat permyataan mempunyai tempat praktik, atau surat
keterangan dan fasilitas pelayanan keschatan sebaga
tempat praktiknya;

2. | Sistem |. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
mw dan Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

2. Pemohon mendaftar mielalui Aplikasi
layananpisp. soppeng.go.id{dpmptsp-online,

3. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK

5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pitih |
jenis perizinan

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan ’

7. Kemudian, klik simpan

8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email vang

l. bersangkutan.
'3, |Jangka Waktu | 5 Har Kerja
4. Gratis (Non Retribusi)
| 5. | Sertifikatizin
6. . Pengaduan, saran, dan masukanditangani oleh 'Ei:'b-.'Jr'
KoordinatorPengaduan dan
Advokasiataustafloketpengaduan di lingkungan |
DPMPTSP-NAKERTRANS  Kabupaten Soppeng vang
| | ditunjuk oleh pimpinan, |




=

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile
[0484) 23743, email [dpmptsp soppengkab@gmail com):

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti
untuk diselesaikan, .

4. Pengaduan akan diselesaitkan oleh tm penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

1. | Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keaschatan.
4. PeraturanPemerintahNomaor 51 Tahun 2009 |
tentangPekerjaan Kesehatan; r
3. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor |
2052/MENKES/PER/X /2011  TentanglzinPraktik Danl
PelaksanaanPraktikKedokteran;
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 202 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu PFintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Rabupaten Soppeng,
2. | Sarana dan |1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
Prasarana, AC
atauFasilitas
'2. Loket Perizinan (Loket informasi, Loket pendaftaran, Loket |
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyeranhan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
|5. WC Umum
_Eﬁ. Parkir vang cukup luas
3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan 81 =il
e ataiin 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. MenguasaiKomputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
P Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah |
Pengaduan pengawasan melekat oleh setiap atasan secara struktural

baik yang menyangkut aspek tehnis maupun administratif
scsual dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan
tiap hari.




= N

Jumlah 5 Orang

Pelaksana

 Jaminan | Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayvanan

Pelayanan _
Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |
Hlimnl : _— dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup |
Pelayanan memadai mulai dar gedung dan fasilitas penduhung.ll

termasuk keamanannva dengan petugas keamanan di J'
ruangp elayanan dan petugasparkir, sehingga memberikan |
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan |
kepada masyarakat pemohon.
Prosedur pelayanan:
Persvaratan Pelavanan;
Kejelasan petugas pelayanan;

Kedisiplinan petugas pelavanan

Tanggungjawab petugas pelayanan;

Kemampuanpetugas pelayanan;

7. Kecepatan pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan;

9. Kesopanan dan keramahan petugas;

10.Kewajaran biaya pelayanan

1 1.Kepastian biaya pelayanan;

12 . Kepastian jadwal pelayanan;

13.Kenyamanan lingkungan; dan 1

14.Keamanan pelayanan; !




IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

Persyaratan
Pelayanan

mem&m

&
3.

. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm |

L —

Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP} pemohon
fotokopi STRB vang masih berlaku dan dilegalisasi asli
Surat keterangan sehat dar dokter vang memiliki surat
imn praktik

surat pernyataan memilik: tempat prakiik

surat keterangan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik

sebanyak 3 (tiga) lembar
rekomendasi dari Organisasi Profesi terbaru
Dokumen SPPL untuk Praktik Mandiri

Surat Keterangan/Kerjasama Peanaganan Sampah Medis
Kalau praktik Mandirni .

Sistem
Mekaniame dan
Prosedur

. Pemohon

. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |

Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
mendaltar melalud

layvananptsp. soppeng. go.id /dpmpisp-online.

Aplikasi |

. Pemohon membuat akun pendaftan |
. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol

MASUK
Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pi.lih‘

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

=

Kemudian, klik simpan |
Setelah selesan penmnan terkinm masuk ke email vang
bersangkutan. '

|Jangka  Waktu

Penyelesaian

3 Hari Kerja

| Produk

Biaya [Tarifl

Gratis (Non Retribusi

Penanganan
Pengaduan,

dan
Masukan

i

Pengaduan, saran, dan masukanditangani oleh Sub. |
KoordinatorPengaduan dan
Advokasiataustafloketpengaduan di lingkungan
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng yang




| B. n_mmmumwm-;w
[ 1.

l

ditunjuk oleh pimpinan..

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile
(0484) 23743, email (dpmptsp.soppengkabigmail.com];

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti
untuk diselesaikan

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han kena |
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

‘Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Kesehatan.

tentang

2. Peraturan Pemenntah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;
Jd. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2018 rtentang Pelayanan Penzinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

Prasarana,
atauFasilitas

|. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
AC

2, Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket |
Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir vang cukup luas

Pelaksana

. | Pengawasan

Internal
Pengaduan

Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
Menguasa: Komputer

Rngawamn ToEmal  vang  dlsineensian olch D]
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
pengawasan melekat oleh setiap atasan secara struktural

baik yang menyangkut aspek tehnis maupun administratif

T L~




| sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan
tap han.
s »

Jumilah

Pelaksana

Jaminan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan

Pelayanan ! _ . B
Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |
Keamanan dan Ao |
Koniliatan gan memberikan sarana dan prasarana yvang cukup
Pelayanan memadai mulai dari pedung dan

fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas

keamanan i |
ruangp elayanan dan petugasparkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyaman sehingga memberikan kepuasan
Impadnm.vﬂnknl pemohon.

Evaluasi Kinerja |

Prosedur pﬂm-'unnn

Persyaratan Pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan
. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan

"”'P*."‘?'T-“:".“P.-'

12.Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Hmmmnn pelayanan




IZIN TENAGA KESEHATAN
SURAT PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

A. Proses !'mplhnhlq:n.n (Service Delivery)
Persyaratan Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 5

Peaysu 2. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
Surat keterangan sehat dan dokter yang memiliki surat
izin praktik

4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik !

5. Surat keterangan dar pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat perawat akan berpraktik

6. Pas foto terbaru dan berwarmna dengan ukuran 4X6 em
sebhanyak 3 (tiga) lembar

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi terbaru.

Dokumen SPPL untuk Praktik Mandiri

9. Surat Keterangan/Kerjasama Penaganan Sampah Medis
Kalau praktik Mandiri

=

2. | Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di  Loket
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

2. Pernohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp. soppeng.go.id /dpmptsp-online. i
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Usermame dan Password, lalu klik tombol
MASUK
5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih
jenis perizinan I

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan I

7. Kemudian, klik simpan

8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email vang

bersangkutan.

3. |Jangka wmu 5 Hari Kerja |

Biava,/ Tarif Gratis (Non Retribusi)

3. | Produk Sertifikatlzin

6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukanditangani oleh Sub.
KoordinatorPengaduan dan
Masukan Advokasiataustafloketpengaduan di lingkungan DPMPTSP-
NAKERTRANS Kabupaten Soppeng yang ditunjuk oleh |
pimpinan.




w

. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, |
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile |
(0484) 23743, email (dpmptsp-soppenghab@gmail.com), !

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lunjuti;

untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

pengaduan sclambat-lambatnya 10 (sepuluh) han kera

scjak pengaduan diternnma dengan lengkap.

.luhﬂll

Mmﬂhmwmw—

1. | Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan,

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusahs
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan:

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng,

g

Prasarana,
ntauFasilitas

4. | Pengawasan

Internal

Pengnduan

dan

l. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
AC :
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Lnluet

Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Lﬂket'
Penyerahan dan Pengaduan
Ruang Arsip
Kuang Tim Kerja Teknis
WC Umum
Parkir vang cukup luas
I. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S|
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer
Pengawasan  internal yang dilaksanakan oleh Dinas |
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
pengawasan melekat oleh setiap atasan secara struktural haik
vang menvangkut aspek tehnis maupun administratil sesuai |

P s

dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tiap hari. |




:E—E 'I

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
mulai dari pedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di ruangp
eclayanan dan petugasparkir, schingga memberikan rasa
aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan kepada

Jumlah
Pelaksana
Jaminan
Pelayanan
Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan memadai
masyarakat pemohon.
Evaluasi 1. Prosedur pelayanan
Kiner
&:mm 2. Persyaratan Pelayanan

3. Kejelasan petugas pelayanan

4. Kedimiphnan petugas pelayanan

5. Tanggungjawab petugas pelayanan
6. Kemampuanpetugas pelavanan

7. Kecepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biayva pelayanan

1 1.Kepastian biaya pelavanan

12 Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14 Keamanan pelayvanan




IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

A. Proses PenyampaianPelayanan (Service Delivery)

(SIPTGM)

|

e ——

Persyaratan
Pelayanan

Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

Fotocopi fjazah yang dilegalisasi terbaru

Fotocopi STRTGM vang masih berlaku dan dlegalisai

terbaru

Surat keterangan schat dan dokter yang memiliki Surat lzin

Praktik

Surat pernyataan memiliki tempat praktk

Pas foto berwama terbaru ukuran 4X6 cm sebanvak 3 (tiga) |

lembar

Rekomendasi dari Organisasi Profesi terbaru

Dokumen SPPL untuk Praktik Mandinri

Surat Keterangan / Kenasama Peanaganan Sampah Medis

Kalau praktik Mandiri

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

. Pemohon mendaftar
layananptsp.soppeng.go.id dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

. Masukkan Usemame dan Password, lalu klik tombol

MASUK

Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih |

Jjenis perizinan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Kemudian, klik simpan

| 1.
2,
3.

melalui

- Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang
bersangkutan. |

| Gratis (Non Retribusi)

5 Hari Kerja

Sertifikatlzin o ' —

I. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub,
Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di  lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
kabupaten Soppeng yvang ditunjuk oleh pimpinan,




2.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile (0484)
23743, email (dpmptsp soppengkabigmail.com)

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti
untuk diseiesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh)] han kerja
scjak pengaduan diterima dengan lengkap.

_B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

1.

Dasar Hukum

(Manufacturing)
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan:

Permenkes 20 Tahun 2016 tentang izin penyelenggaraan
praktik terapis Gigi Dan Mulur;

Sarana dan
Prasarana,
atauFasilitas

e — — —_— —

Pengawasan
Internal

Pengaduan

. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman  Modal, Pelayanan
Terpadu Satu PFintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

1

. Ruang Tunggu Pemohon (Masvarakat] dilengkapi dengan |

AC

Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan, Loket
Penyerahan dan Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir yang cukup luas

ol 6 R

Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
MenguasaitKomputer

' 'Ftngawmn internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pengawasan
melekat oleh setiap atasan secara struktural baik vang
menyangkut aspek tehnis maupun administratifl sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi vang dilaksanakan tiap hari.




Jumlah

e —————

Pelayanan

Jaminan

Keselamatan
Pelayanan

dan

5 Orang

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan

Jaminan keamanan dan kesclamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yvang cukup
memadai mulai dari gedung dan (fasilitas penﬁukung.l
termasuk keamanannyva dengan petugas keamanan di
ruangp clayanan dan petugasparkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan
kepada masyarakat pemohon.

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja 1. Prosedur pelayanan;

2. Persyaratan Pelayanan;

Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelavanan
Tanggungjawab petugas pelayanan;
Kemampuanpetugas pelayanan,
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
. Kesopanan dan keramahan petugas;
10. Kewajaran biaya pelayanan

11 Kepastian biaya pelayanan;
12.Kepastian jadwal pelayanan;

13. Kenyamanan lingkungan; dan

14. Keamanan pelayanan;
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TENAGA KESEHATAN
SURAT KERJA FISIOTERAPI (SIKF)

A. Proses PenyampaianPelayanan (Service Delivery)

1. | Perayaratan
Pelayvanan

o i

1.
2.

3.
4.

Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
Folocopy ijazah vang dilegalisir

Fotocopy STRF yang masih berlaku dan dilegalisasi
Surat keterangan sehat dari dokter yvang memilika
Surat Izin Praktik

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan
Fisioterapi secara mandir

Pas foto berwama terbaru ukuran 4X6 cm sebanvak 3
(tiga) lembar berlatar belakang merah

———

. 7. Rekomendasi dar Organisasi Profesi terbaru
2. | Sistem Mekanisme | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
dan Prosedur - :
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh |
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananpisp.soppeng go.id /dpmptsp-online.
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Usermname dan Password, lalu klik tombaol
MASUK
5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenia perizinan
6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik simpan
B. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang
i bersangkutan,
3. | Jangka Waktu | 5 Han Kerja
_ Penvelesaian
4. | Biaya/Tanf Giratis (Non Retribusi)
' 5. | Produk Pelayanan | Sertifikat izin
. | Penanganan |. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
Pengadusn, Seran, Koordinator Pengaduan dan Advokasi
Adin Rbaasiter s atau staf loket

pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan. .

. Saran dan aduan disampaikan melalui  loket
pengaduan, kotak saran, 3SMS, ([08114608909)

Telepon, Faximile ((484) 23743, email
[dpmptsp. soppengkab@gmail.com)




3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti
untuk diselesaikan;

I 4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

kenja sejak pengaduan diterima dengan lenghkap,

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

| Keschatan;

I

| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;

3. Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
Penvelenggaraan Pekenaan Dan Pratek Fisioterapis:

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kega Dan
Tranamigrasi Kabupaten Soppeng.

2. | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi |
Prasarana, deninn AC
atnuFasilitas | gn

2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,

Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
2. WC Umum
6. Parkir vang cukup luas
' 3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
PO 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. MenguasaiKomputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas |
mnn&nﬂnﬂn Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secars |
struktural baik yvang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi vang
dilaksanakan tiap hari.
5. | Jumlah Pelaksana |5 Orang

| B. Jaminan Pelavanan | T‘nni.ﬁgimlan inovasi dalam pcmbtrl:ﬁn_pehylnm




- | Jaminan Keamanan | Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |

dﬂnpi Hescaruatan dengan memberikan sarana dan prasamna yang cukup

memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung,
l termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
| ruangp clayanan dan petugasparkir, sehingga memberikan
| rasa aman, dan nyaman sehingga memberikan kepuasan
kepada masyarakat pemohan,
Prosedur pelayvanan o 1
Peravaratan Pelayanan

Kejelasan petugas pelayvanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungiawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelavanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelavanan |
Kesopanan dan keramahan petugas '
10 Kewajaran biava pelayanan
11.kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenvamanan lingkungan

3. | Evaluasi  Kinera
Pelaksana

MY A ghigh e [BIUAT

14. Keamanan pelayanan




TENAGA KESEHATAN

SURAT KERJA REFRAKSIONIS OPTISEN (SIKRO) atau
SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)

A. P_MMEImnm Delivery) |

i e ey [

Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

2. Fotokop \jazah yang dilegalisir
3. Fotokopi STRRO atau STRO yang masih berlaku dan

4. Surat keterangan schat dan dokter yang memiliki Surat

5. Surat pemyataan memiliki tempat kerjn di  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan I

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3
{tiga) lembar berlatarbelakang merah

7. Rekomendasi dan Organisasi Profesi yang terbaru
Fotocopy serta Asli SIKRD atau SIKO pertama apabila
pengajukan permohonan SIKRD atau SIKO kedua

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket

| 5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih

Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh |
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng,.

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp.soppeng.go.id /dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Usermame dan Password, lalu klik tombol

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

8. Setelah selesail perizinan terkirim masuk ke email yang

1. | Persyaratan
Pelayanan
dilegalisasi
Izin Praktik
2. | Sistem
Mekanisme dan
Prosedur
MASUK
JENIS penzinan
7. Kemudian, klik simpan
bersangkutan,
3. |Jangka Waktu 5 Hari Kerja
|| Penyelesaian .
‘4. | Biaya/Tanf Giratis (Non Retribusi)
'5. | Produk | Sertifikat [zin =
t___| Pelayanan
6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Ptnp,:-lunm saran, dan masukan l'li'mngani oleh Sub.
Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di  lingkungan  DPMPTSP-NAKERTRANS |

Kabupaten Soppeng yang ditunjuk oleh pimpinan..




B

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

2, Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, |
kotank saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile
(0484) 23743, email (dpmptsp soppengkab@gmail.com)

untuk diselesailan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oieh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harn kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

| B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjanan Kesehatan;

3. Permenkes Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pekerjaan
Refraksionis Optisien;

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penvelenggaraan Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng. I
‘2. [Sarana  dan| 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
Prnnrm}g., AC
atauFasilitas
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, Loket |
Pemprosesan, Loket SKRD., Ruang Percetakan, Loket
Penvernhan dan Pengaduan |
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
5. WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Pelationsi 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas |
antemnI Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu adalah
Pengaduan pengawasan melekat oleh setinp atasan secara struktural baik |
vang menyangkut aspek tehnis maupun administratil sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tiap hari
' 5. [Jumlah 5 Orang |
! Pelaksana | J|
6. | Jaminan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan '

-

Pelayanan

-



. |Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi
Pelaksana

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dar gedung dan fasilitas pum:lukung.'
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di ruang
pelayanan dan petugas parkir, sehingga memberikan rasa
aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan kepada
masyarakat pemohon.

I. Prosedur pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan
' 3. Kejelasan petugas pelayvanan

4. RKedisiplinan petugas pelayvanan

5. Tanggungjawab petugas pelayanan
6. Kemampuanpetugas pelayanan

9. Kesopanan dan keramahan petugas

10.Kewajaran biaya pelavanan

11. Kepastian biaya pelayanan

12 Kepastian jadwal pelayanan

13 Kenyamanan lingkungan

14 Keamanan pelavanan |




LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

IZIN TENAGA KESEHATAN
SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI

1. Pm*uyarntun Fotocoppy Kariu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
EA 2. kanp-mhym; dilegainir |
3. Fotokopi STR-ATLM yang masih berlaku dan
dilegalisasi
4. Surat keterangan sehat dan dokter yang ml:rl:u‘lﬂtil
Surat lzin Praktik '
5. Surat keterangan bekerjia dari Fasilitas Pelayanan
| Kesehatan yang bersangkutan
6. Pas foto berwama terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3
(tiga) lembar berlatar belakang merah
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi vang terbaru
‘2. | Sistem Mﬂmuisnul I. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
dan Prosedur | Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
’ DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
' 2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
i layananptsp.soppeng.go.id /dpmptsp-online.
3. Pemohon membuat akun pendaftan
| 4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK
5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis perizinan
| 6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik simpan
H. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang |
bersangkutan.
3. | Jangka Waktu | 5 Hari Kerja
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif CGratis (Non Retribusi)
5. Frnduki-"ﬂ:ynnnn Sertifikat lzin - B
'6. | Penanganan | 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub,
mn:ummm' Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng yang ditunjuk oleh pimpinan__
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, |
Faximile (D484) 23743, email
- (dpmptsp.soppengkabigmail com) |




3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti |
untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja

l scjak pengaduan diterima dengan lengkap.

[T T T ?hm:umm Tnhmﬁm'
f Kesehatan.
2. Peraturan Pemernntah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;
3. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 Tenmang izin Dan |
Penyelenggaraan Pratik Ahli Teknologi Laboratorium
Medik;
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng,
2. | Sarana dan |1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
|atauFasiltas | denan AC
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
2. WC Umum
Lﬁ. Parkir yang cukup luas
3. |Komponen | 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Felsioana 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
‘3. Menguasai Komputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
::;m renungn Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
uan
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secarn
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi vang
dilaksanakan tiap hari.
5. | Jumiah Pelaksana |5 Orang o - =
|




Jaminan | Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan |
Pelayanan

Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
Hm“. T dan dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup
Pelayanan memadal mulai dan gedung dan fasilitas pendukung,

termasuk keamanannya dengan petupgas keamanan di
ruangp elayvanan dan petugasparkir, sehingga memberikan
rase aman, dan nyvaman sehingga memberikan kepuasan

kepada masyarakat pemohon.

Evaluasi  Kinerja Prosedur pelayanan
Felmimand Persyaratan Pelayanan
Kejelasan petugas pelavanan

Redisiplinan petugas pelavanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuanpelugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan
Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan

1 1.Kepastian biaya pelayanan
12.Kepastian jadwal pelayanan

13 . Kenyamanan lingkungan

14. Keamanan pelayanan

o e B
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TENAGA KESEHATAN
SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)

memmm ]
I 1. | Persyaratan -[ 1. Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTF) pﬂnuhnn

Pelayanan
2. Fotokopi ijazah vang dilegalisir
3. Fotokopi STRTS yang masih berlaku dan dilegalisasi
1 4. Surat keterangan sehat dan dokter vang memiliki
Surat lzin Praktik
5. Surat keterangan bekerja dar Fasilitas Pelayanan |
Kesehatan yang bersangkutan
6. Pas foto berwama terbaru ukuran 4X6 cm sebanvak 3
{tiga) lembar berlatar belakang merah
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi yang terbaru
2. | Bistem Meckanisme | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
RN EtoR. Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi |
layananptep. soppeng. go.id /dpmptsp-online.
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK
| 5. SBetelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis perizinan
6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik simpan
| 8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email vang
|. bersangkutan.
3. |Jangka  Wakwu | 5 Hari Kerja S ]
Penyelesaian | e e
4. | Biava/Tanf Giratis (Non Retribusi
5. | Produk Pelayanan | Sertifikat lzin B
6. | Penanganan | 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
| Pengaduan, Saran, 1
dan Kssnkan Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
| pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
' Kabupaten Soppeng yang ditunjuk olch pimpinan..
2. Saran dan aduan disampaikan melalui  loket
| pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon.
Faximile (0484) 23743, email '
[dpmptsp soppengkabilgmail.com|
|



~ T ] 3 Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklan <l juti
untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesailan oleh tim pe-rmngnnml
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja !

| scjak pengaduan diterima dengan lengkap,

1. | Dasar Hukum Undangllndang ‘Nomor 36 Tahun 2009 lrntmg

Resehatan,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
' Pekerjaan Kesehatan,

| 3. Permenkes Nomor 32  Tahun 2013 Tentang
' Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian:

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepaln Dinas Penanaman Modal,

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

3 T dan |1 Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengiani
Prasarana, de
atauFasilitas ngan AC !

2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, |
Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

‘3. Ruang Arsip

4. Ruang Tim Kerja Teknis

3. WC Umum

6. Parkir yang cukup luas

3. | Komponen ‘1. Pendid ikan minimal Diploma 3, dan 81

2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
1 MenguasaiKomputer

4. ::“Eﬂ“’ﬂﬂplln“ Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Ihnn.._!
ternal gan
Pengaduan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan tiap hari.




' Jumlah Pelaksana

5 Orang ' ' )

Jaminan Pelavanan

Peningkatan inovasi dalam pmhenan pelayanan

“Jaminan Keamanan
dan  Keselamatan

PSS Sl

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadal mulai dari gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
ruangp elavanan dan petugasparkir, sehingga memberikan |
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kcpuinnl
kepada masyarakat pemohon.

VM NMEW R e

| 1.3 Kenyamanan Hngkungan

Prosedur pelayanan ]
Persyaratan Pelpyanan

Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelavanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan

. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biava pelavanan

12 Kepastian jadwal pelayvanan

14 Keamanan pelayanan




IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)

——

mem

1. | Persymratan
. Pelayvanan

Sistem Mekanisme
| dan Prosedur

Delivery)
1. FotocoppyKartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Fotokopi jjazah yang dilegalisir
3. Fotokopi STR PerekamMedis vang masihberlaku dan
dilegalisasi |
Surat keterangansehatdaridokter vang memiliki Surat
IzinPraktik |
Surat permyataanmempunyaitempatkerja di |
FasilitasPelayanan Kesehatan
Pas fotoberwarnaterbaruukuran 4X6 cm sebanvak 3 l
{tiga) lembar berlatar belakang merah
Rekomendasi dari Organisasi Profesi yvang terbaru

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
. Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh

DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng,
. Pemohon mendaftar melalui

Aplikasi

layananptsp. soppeng.go.id/dpmptsp-online.

Pemohon membuat akun pendaftan

- Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK

Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis periginan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Remudian, klik simpan

Jangka Walty
Penvelesaian

5 Hari Kerja

Biaya/ Tarif

Gratis (Non Retribusi)

. | Produk Pelayanan
| Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Sertifikatlzin

‘1. Pengaduan, saran. dan masukanditangani oleh Sub

KoordinatorPengaduan dnn |

Advokasiataustafloketpengaduan di lingkungan |
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng yang |
ditunjuk oleh pimpinan. |
Saran dan aduan disampaikan melalui  loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (081 14608909) Telepon,

Faximile {0484 23743,

m-||




o '

(@pmptsp soppengkab @gmail cam)
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti

untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja |
sejak pengaduan diterima dengan lengkap. i
Pelaynnan di Internal Organisasi (Manufacturing]
rm:-niﬁuﬁ B Llﬁdah;lemhng Nomor 36 Tahun 2009 tentang |
| Kesehatan. |
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;
3. Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Perekam Medis:
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian  Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
2. | Sarana dan |1, Ruang Tun Pemohon (M lengkapi
; dm;. N 2EU (Masyarakat] dilengkapi |
atauFasilitas '
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loket Pemprosesan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penverahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis |
3. WC Umum |
_ 6. Parkir yang cukup luas ,
3. | Kom 1. Pendidikan minimai Diploma 3, dan 51 |
Pelaksana vt
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
_ 3. Menguasai Komputer
4, | Pengawasan Pengawasan _inleal'_ﬁﬁ'g_di_laﬁnmkm oleh Dinas
Internal  Penangan
Pengaduan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
; adalah pengawasan melekal oleh sctiap atasan secara
| struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
|  administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
| N dilaksanakan tiap hari,
3. | Jumlah Pelaksana | 5 Crang - ' ) ]
]




Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannyva dengan petugas keamanan di
ruangp elayanan dan petugasparkir, sechingga memberikan
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan
kepada masyarakat pemohon.

Evaluasi  Kinerja
Pelaksana

Prosedur pelayanan
Persyaratan Pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelayanan
Kecepatan pelayanan
Keadilan mendapatkan pelayanan
- Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan
| 11.Kepastian biaya pelavanan
12 Kepastian jadwal pelayanan
13.Kenyamanan lingkungan
| 14. Keamanan pelayanan

O E N oE W N -




TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIETGZ)/
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI MANDIRI

me-hgmlmmj

1. | Persyaratan ! I. Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon |
e 2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
3. Fotokopi STRTGz vang masih berlaku dan dilegalisir
4. Surat keterangan schat dari dokter yang memiliki |
Surat fzin Praktik i
2. Surat pernyataan mempunyal tempat kerja di Fasilitas |
Pelayanan Keschatan
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanvak 3
| (tiga) lembar berlatar belakang merah
! 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi yang terbaru
2. | Sistem Mekanisme | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
dan Prosedur Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan ulrhl'
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp.soppeng go.id /dpmptsp-online.
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Username dan Password. lalu klik tombal
, MASUK
] 5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
! pilth jenis perizinan |
' 6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik simpan
8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang |
| bemangkutan. |
3_ mgﬂ Waktu | 5 Hari Kerja —
4. | Biaya/Tarif Gratis (Non Retribusi) S T —
5. | Produk Pelayanan | Sertifikat izin m
6 mﬂn E;r;n ‘1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub, |
| |dan Masiskan ' Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket

pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Rabupaten Soppeng vang ditun juk oleh pimpinan.

Saran  dan aduan disampaikan melalui  loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909)
Telepon, Faximile (D484) 23743, email |

(dpmptig soppengkab@gmail com)




3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

untuk diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh] harn

1 Eﬂ]i]lk pengaduan diterima dengan lengkap.
B. Proses ﬂnﬂhhu Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
I. | Dasar Hukum | 1. Undang- Un-.'!nng “Nomor 36 Tahun 2009 u:mung;_a
Keschatan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang |
Pekernaan Keschatan;
3. Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang
_ Penyelenggaraan Dan Praktik Tenaga Gizi,
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Pernizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
2. | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi !
Prasarana,
atauPasilitas dengan AC
2. lLoket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan, |
Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip '
4. Ruang Tim Kerja Teknis
5 WC Umum
6. Parkir yang cukup luas I
[5- [ Kampencs | 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
| Pelaksana 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer
4. | Pengawasan _mp“mm m:ng dilaksanakan oleh Dlnln
mmﬁnmm Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piniu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
ii - dilaksansakan setiap hari, |




Jumlah Pelaksana

5 Omang

7. | Jaminan Keamanan

Fl.-nmgkala.n inovasi dalam pemberian pelayanan

dan Keselamatan
Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup
memadai mulal dan gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
ruang pelavanan  dan  petugas parkir, sehingea
memberikan rmasa aman, dan nyvaman sehingga

memberikan kepuasan kepada ma:ymht p:muhun

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Prosedur pelujrnﬂnn

Persyaratan Pelayanan

Kejelasan petugas pelayvanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan

. kResopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan

1 1. Kepastian biaya pelayvanan

12. Kepastian jadwal pelayanan |
13 Kenyamanan lingkungan |
14 Keamanan pelayanan I
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TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

= |
|

h__yln_z.hnr-hpm (Service Delivery)

Folocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

Fotokopi ijjazah vang dilegalisir

Fotokopi STRR yang masih berlaku dan dilegalisir

Surat keterangan schat dan dokter yang memiliki Surat

lzin Praktik

5. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang bersanghkutan |

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 |
(tiga) lembar berlatar belakang mernh

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi yang terbaru |

.‘"5"!"'"

—_m——

_'-IEI-inriH.rrj.u -

‘Gratis (Non Retribusi) 5

‘1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptap. soppeng. go.id fdpmptsp-online,

4. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombaol
MASUK

5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis perizinan

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Kemudian, klik simpan |

8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang |
bersangkutan.

Sertifikat Izin =

| 3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub, |
Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket |
pengaduan  di  lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan.

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,
kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile

(0484 23743, email (dpmptsp_soppengkab@gmail com)

untuk diselesaikan.




i_1

4.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
ujak pengaduan diterima dengan lengkap.

l._l."m-

Dasar Hukum

wnwummwmm e

Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang

Kesehitan: |

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang |
Pekerjaan Kesehatan,

Permenkes Nomor 81 Tahun 2013 Tentang
Penvelenggaraan Pekerjann Radiografer;

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengparaan
Perizinan Kepada Kepalan Dinas Penanaman Modal,

Pelavanan Terpadu Satu Pintu Tenagn Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

2. | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyvarakat) dm
Prasarana,
atauFasilitas vengan. AL 1
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran, |
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan !
| ‘ 3. Ruang Arsip
‘ 4. Ruang Tim Kerja Teknis
|
5 WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1 |
Pelaksana
2. Berkompetensi dimdang Pelavanan Perizinan
3. Menguasa Komputer
| 4. | Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
| hll tcrru,ll annangnn Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehmis maupun
administratil sesuai dengan tgas pokok dan fungsi vang
dilaksanakan setiap hari.
Jumlah Pelaksana | 5 Orang .




-llp"'

Jaminan Pelayanan

dan Keselamatan

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |
dengan memberikan sarana dan prasarana yvang cukup
memadai mulai dari pedung dan fasilitas pendukung,

!tl::rma.mlv: keamanannya dengan petugas keamanan di

ruang pelayanan dan petugas parkir, schingga memberikan
rasa aman, dan nyaman sehingga memberikan kepuasan
kepada masyarakat pemohon.

Evaluasi  Kinerja

Prosedur p-:ln:.'anm

Persyaratan Pelayanan

Kejelasan petugns pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelayanan
Kecepatan pelavanan i
Keadilan mendapatkan pelayanan

. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewsajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan

12 Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

L e o

14 heamanan pelayanan




IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTRO MEDIS (SIPEM)

A Hm!g}:mptmm (Service Delivery)

1,

|

Persyaralan
Pelayanan

dan Prosedur

| 5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan

1. Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Fotokopi ijazah vang dilegalisir

3. Fotokopi STR-E yang masih berlaku dan dilegalisir
4. Surat keterangan sehat dari dokter vang memiliki
Surat lzin Praktik

Surat keterangan bekerja dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang bersangkutan

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 |
{tiga) lembar berlatar belakang merah

Rekomendasi dari Organisasi Profesi vang terbaru

I. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPFMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

2. Pemochon mendaftar melalui
layananptsp.soppeng.go.id /dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol |
MASUK

Aplikasi

pilih jenis perizinan
6. Lengkapi Data dan penguplotan persvaratan
7. Kemudian, klik simpan
8. Setelah selesai perizinan terkinm masuk ke email vang
bersangkutan. '

e ar

"5 Hari !u:r_qn

Gratis (Non Retribusi)
Sertifikar lzin

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau stafl loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan,
Saran dan disampaikan melalui loket
pengaduan, kolak saran, SMS, (081 14608909) Telepon,
Faximile (0184 23743,

atduan

|
!
I
email |



e : s - |

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti |
untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluhb) har kerja '-
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

-~

Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesshatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;

3. Permenkes Nomor 45 Tahun 2015 Tentang l=in dan |
Penvelenggaraan Praktk Elektromedis:

4, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 |
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman  Modal,

i Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tmﬁtﬂlnﬂﬂl
|

Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
Sarana dan| 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengkapi
Prasarana,
atauFasilitas dengn AC
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
| 4. Ruang Tim Kerja Teknis
I 5. WC Umum
6. Parkir vang cukup luas |
Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Pelaksana
' 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Penznan
|
3. Menguasai Komputer
| Pengawasan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
glmn Penangan Penaneman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
n
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan un:unll
Jmtmrn! baik yang menyangkut aspek tehnis maupun




administratif sesual dengan tugas pokok dan | vang
dilaksanakan setinp han.

2 Orang

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan '.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pﬂmmn;'
dengan memberikan sarana dan prasarana vang i:!lmlvrl.l]:lrF

memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung,

termasuk keamanannya dengan petupas keamanan di
ruang pelayanan dan petugas parkir, sehingga f
memberikan rmmsa aman, dan nyaman schinggs |
memberikan kepuasan kepada masyarakat pemohon.
. Prosedur pelayanan
Persyaratan Pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelayanan
Kecepatan pelayanan :
Keadilan mendapatkan pelayanan [
. Kesopanan dan keramahan petugas
10, Kewajaran biaya pelayanan

1 1.Kepastian biaya pelayanan
12.Kepastian jadwal pelavanan

1 3. Kenyamanan lingkungan

14 Keamanan pelavanan _J
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IZIN TENAGA KESEHATAN
SURAT PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)

1.

Persyaratan
Pelayanan

| 1.

. Burat permyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas

Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
Fotokopi fjazah yang dilegalisir

Fotokopi STRPA yang masih berlaku dan dilegalisir
Surat keterangan sehat dari dokter vang memiliki
Surat Izin Praktik

Pelayvanan Kesehatan

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3
(tiga) lembar berlatar belakang merah

Rekomendasi dari Organisasi Profes) vang terbaru

Siztemn Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
Informast atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPFMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.
Pemohon mendaltar meelalui
layananptsp. soppeng.go.id [ dpmptsp-online. .
Pemohon membuat akun pendaftan |
Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol |
MASUK

Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis penzinan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
Kemudian, khk simpan

Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang
bersangkutan.

Aplikasi

Jangka Waktu

Penyelesaian

5 Hari Kerja

Biaya/Tarif

Produk Pelayanan

Gratis (Non Retribusi)
| Sertifikat Izin

Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS |
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan.
Saran dan aduan disampaikan
pengaduan, kotak saran, 3MS5,
Telepon, (0484)
dpmptsp. so Gl oo

melalul  loket
(MA114608909)

Faximile 23743, email




3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

untuk diselesaikan.

Pengaduan akan diselesaikan oleh tum penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han
kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

mwmummmm

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kenehatan. .
, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;
3. Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 Tentang lzin dan
Penyelenggaraan.
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
I
Sarana 2 dan| |. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat] dilengkapi
e B dengan AC
2, Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosescan, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyverahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
5 WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
| Komponen | 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Peianna 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer _
Pengawasan Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh mJ
mr;;jum&mm Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekal oleh setiap atasan secara
struktural baik vang menvangkut aspek tehnis maupun |

' Jumlah Pelaksana

administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap han.

e |

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan

I"E._J Jaminan Pelayanan



. | Jaminan Keamanan

dan Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi  Kinerja
Pelaksana

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup
memadsi mulai dar gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
ruang pelayanan dan petugas parkir, sehingga
memberikan  rasa aman, dan nyvaman sehingga
memberikan kepumn kepada mayara.lmt pen‘rnhun

Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelavanan
Tanggungiawab petugas pelayanan
Kemampuanpetugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan
. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan

12. Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

@O RSN NM

14, keamanan pelayanan




IZIN TENAGA KESEHATAN
SURAT PENGOBATAN TRADISIONAL (AKUPUNTUR)

_l-fmwm (Service

Delivery]
| I. | Persyaralan Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
Pelayanan fotokopi fjazah yang dilegalisasi

fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
surat keterangan sehat danr dokter yang memiliki surat
izin praktik

5. sural pemmyataan memiliki tempat praktik atau surat

oW o=

keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelavanan Kesehatan
tempat Akupunktur Terapis berpraktik

6. pas foto terbaru dan berwama dengan ukuran 4x6
{empat kali enam) cm sehanyak 3 (tiga) lembear

7 Rekomendasi dari Organisasi Profesi

2. | Sistem |. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |

RERDTI Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng.

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp. soppeng.go.id/{dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

4, Masukkan Usermname dan Password, lalu klik tombaol
MASUK

5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis perizinan

_ 6. Lengkap Data dan penguplotan persyaratan

' 7. Kemudian, klik simpan

| . Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang

. bersanghutan,

3. |Jangka Waktu | 5 Hari Kerja

4. | Biaya,/Tarif Gratis (Non Retribusi)

Produk Sertifikat Izin

' 6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub,

Pengaduan, Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau stal loket

Masukan pengaduan  di  lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS

| Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan.

2 Saman dan aduan disampaikan melalui lobket
pengaduan, kotak saran, SMS3, (08114608909) Telepon,
Faximile (0484) 23743, email

(dpmptsp. soppenghkahi@gmail.com)




3. Saran dan aduan segera dit ug:mdiﬂnmmdand:ﬁnﬂnkhmuul
untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim pe-nnngnnnn

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja

sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

| Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Keschatan.

tentang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;

3. Permenkes Nomor 34 Tahun 2018 Tentang lzin dnnn
Penvelenggaraan Prakitik Akupuntur Terapis

4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penvelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

2. | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
Prasarana, AC
atauFasilitas '
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan
4. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
5. WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
3. | Kom 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Pelaksana : . ity
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Penzinan
3. Menguasai Komputer
i 4, .‘_F;'I-ﬁm | Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas |
EFnr.m*:mI Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
|
| Pengaduan adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secamn
struktural baik vang menvangkut aspek tehnis maupun |
administratii§l sesual dengan tugas pokok dan fungsi vang
dilaksanakan setiap hari. '
5. |Jumiah 5 Orang = ' |
Pelaksana .
ﬁ, Jﬂ.l'll'll.'!ﬂl'l. FE‘I'I-'iﬂﬂ-I.EIﬂ-I- | 'I-'-I.lllﬂ'lu"ﬂﬂ-l" ﬂ-ﬂ.lﬂl . I-I -F_Illhéﬁﬁ.ﬁh- Fﬂl- I-HI“ l-

Pelayanan




| Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan |

‘:dfngnn memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dan gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di ruang |
i[tll}'ﬂ.rlﬂn dan petugas parkir, schingga memberikan rasa
aman, dan nyaman schinggn memberikan kepuasan kepada

masyarakat pemohaon.

1. Prosedur pelayanan

2. Persyaratan Pelayvanan

3. Kejelasan petugas pelayanan

4. Kedisiplinan petugas pelayanan

2. Tanggungawab petugas pelayanan
6. Kemampuanpetugas pelayanan

7. Kecepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelavanan

12 Kepastian jadwal pelayanan

13 Kenyamanan lingkungan

14. Keamanan pelayanan

4




SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEHNIS KEFARMASIAN

s
{

=

l..l'n-ll

(SIPTTK)

h_gmhnﬂllm (Service Delivery)

Persyaratan
Pelayanan
I

Sistem 1.
Mekanisme dan
Prosedur

Penvelesaian

2. Fotokopi STRTTK vang dilegansir;

. Fotocoppy kartu tanda penduduk (ktp) pemohon;

Surat keterangan schat dari dokter vang memiliki surat
izin praktik;

Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempal
pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;

Sural rekomendasi dan organisasi yang menghimpun
Tenagn Teknis;

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanvak 2 (dua) lembar
dan 3 x 4 sebanvak;

Ash SIPTTK pertama apabila mengajukan permohonan
SIPTTK kedua dan ketiga,

Asli dan Fotocopi surat izin atasan bagi pemohon Pegawai
negeri dan pegawai instansi pemerintah lainnya;

Jadwal Praktik mengetahui pimpinan /Kepala kantor bag
PNS dan non PNS vang bekerja di fasilitas pelayanan
milik Pemerintah dan swasta

Pemohon mengambil Formulir Permohonan di  Loket
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng,

Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp.soppeng.go.id /dpmptsp-online.

Pemohon membuat akun pendafian

Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK

Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan pilih
jenis perizinan ‘
Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Kemudian, klik simpan
8. Setelah selesai perizinan terkinm masuk ke emal yang|

bersangkutan.

Jangka Waktu |5 Hari Kerja

Binya /Tarif Gratis (Non Retribusi)

Produk | Sertifikat lzin



| 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.

- Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,

- Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

Koordinator Fengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di  lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS |
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan.

kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile
(0484) 23743, email {dpmptsp soppenghab@gmail.com)

untuk diselesaikan.

. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

——r =

. Peraturan Pemenntah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

. Permenkes Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Peraturan

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang

Pekerjaan Kesehatan;

Mentenn Kesehatan Nomor 889 /MENKES/PER/V/2011
Tentang Regestrasi, lzn Praktek, Dan lzin Kerja Tenags
Kefarmasian

26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terntegras Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan
Kepadan Kepala Dinas Penanaman  Modal, Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Soppeng.

Prasarana,

| atauFasilitas

. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi de:ign_

. Ruang Arsip

AC I

. Lﬂuhﬁm[bhtlnﬁmﬂ.tﬂﬂmﬂm,mi

Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan, lﬂ]{ﬂ.[

Penyerahan dan Pengaduan '




. Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum

Parkir yang cukup luas

3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1 )
Pelaksana
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
: 3. Menguasai Komputer
|4, | Pengawasan 4. Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
mﬂ Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yvang
' dilaksanakan setiap hari
5. | Jumiah | 5 Orang o =
Pelaksana D [
6. | Jaminan 5. Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan
| Pelayanan | — S IS
7. |Jaminan 6. Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
! H:mm“ Ilnanmdnn dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup
Pelayanan memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung.
termasuk keamanannva dengan petugas keamanan di
ruang pelavanan dan petugas parkir, sehingga
memberikan rasa aman, dan nyaman sehingga
| memberikan kepuasan kepada masyarakat pemohon.
' E_;Eﬂ]ua.lﬂ 1. Prosedur FEE}'EI‘I:I.I‘I
| Kinerja 2. Persyaratan Pelavanan
Pelaksana y . v
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tenggungiawab petugas pelavanan
6. Kemampuanpetugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayvanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas

10.Kewajaran biaya pelavanan
11.Kepastian biayva pelayanan
12 Kepastian jadwal pelayanan
13 Kenvamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan




SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

(SIPPK)

hh’lﬂﬂ[!lﬂlﬂm'lﬂ] — B

——

dan Prosedur

10. Foto copy ljazah yang dilegalisir;

11. Foto warna STR yvang masih berlaku dan dilegalisir;

12. Foto copy KTP

13. Ash Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter vang
memiliki Surat Izin Praktik Terbaru;

14, Asli Surat Pernvataan Memiliki Tempat Praktik /
Surat Keterangan Dari Tempat Kerja Terbaru

15. Pas Foto wama ukuran 4 x 6 cm latar merah
schanyak 2 {dua) lembar.

16. Asli Rekomendasi dan Organisasi Profesi Terbaru.

9. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket |
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS.

10. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananpisp.soppeng.go.id/dpmptsp-online.

11. Pemohon membuat akun pendaftan

12, Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK

13. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis perizinan

14. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

15. Kemudian, klik simpan

16.Setelah selesai perizinan terkinm masuk ke email vang
bersangkutan.

Jangka

Waktu

| Gratis [Non Retribusi)

5 Han Kerja

Produk Pelavanan

Sertifikat Izin

Pengaduan,
dan Masukan

Saran,

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di  bngkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
vang ditunjuk oleh pimpinan..

2. Saran dan aduan disampaikan melalui  loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909)
Telepon, Faximile ({D484) 23743, ermail
(dpmptsp.soppengkab@gmail.com)

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti
untuk diselesaikan.




4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

Proses Pengelolann Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

=

Dasar Hukum

Prasarana, atau
Fasilitas

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (tentang|
Kesehatan.

7. Peraturan Pemerintzh Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kesehatan;

B. Permenkes Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor BB9/MENKES/PER/V /2011
Tentang Regestrasi, lzin Praktck, Dan lzin Kerja Tenaga
Kefarmasian

9. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 45 TAHUN 2017
tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog ;

10. KlnisPeraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Penzinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Maodal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. '

I. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
dengan AC

2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

3. Ruang Armip

4. Ruang Tim Kerja Teknis

5 WC Umum

6. Parkir yang cukup luas

o

Pelaksana

Pengawasan
Internal  Penangan

Pengaduan

7. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1

8. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
9. Menguasai Komputer

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
Iutruktum! baik yang menyangkut aspek tt‘hni_n mauE




administrati§ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang |
dilaksanakan setiap hari.

Jumlah Pelaksana |5 Orang 1
| Jaminan Pelayanan | 10. Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan I

Jaminan Keamanan | Jamman keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dan Keselamatan ;
Pelayanan dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup
memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, |
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
ruang pelavanan dan petugas parkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyvaman sehingga memberikan kepuasan

kepada masyarakat pemohon.

Evaluasi Kinerja | |. Prosedur pelayanan o |
Persyaratan pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggung jawab petugas pelavanan
Kemampuan petugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan

. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan
12.Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14 Keamanan pelayanan

R




SURAT IZIN KERJA EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

'A. Proses Penyampaian Pn‘hm (Service Delivery) |
1. | Persyaratan Foto warmna STR yang masih berlaku dan n:lllegahm |
Pelayanan

2. Folocopy KTP

' 3. Asli Surat Keterangan Sehat Fisik dan Dokter yang

memiliki Surat Izin Praktik Terbaru;

| 4. Asli Surat Pernyantaan Memiliki Tempat Praktik / Sumt
Keterangan Dari Tempat Kerja Terbaru

5. Pas Foto wama ukuran 4 x 6 cm latar merah sebanyak
2 |dua) lembar.

6. Asli Rekomendasi dan Organisasi Profesi Terbaru

2. |Sistem Mekanisme | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di r;ni:Tn]

oo PROmatLY Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKEETRANS. |

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi |
layananptsp. soppeng.go.id/dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombaol |
MASUK |

| 5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Kemudian, klik simpan

' 8. Setelah seleaai perizinan terkinm masuk ke email yang

bersangkutan.
|3; | Jangka Waktu | 5 Hari Kerja .
|| Penyelesaian ———— — ===
4. | Biaya/Tanf Gratis (Non Retribusi)
Produk Pelayanan | Sertifikat lzin
6. | Penanganan |. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.

::!':Eﬂi" "'Lns-m' Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS vang
ditunjuk oleh pimpinan.

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,

| kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, Faximile
(0484) 23743, email (dpmptsp soppengkab@gmail. com)

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti




— = _

' untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh)] hari kerja

sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

' B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) i
.| Dasar Hukum

Prasarana,
Fasilitas

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekenaan Kesehatan;

3. Permenkes Nomor 31 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor S89/MENKES/PER/V/2011
Tentang Regestrasi, lzin Praktek, Dan lzin Kega Tenaga
Kefarmasian

4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 TAHUN 2017

tentang lzin dan Penyelenggaraan lzin kerja Epidemilog
kesehatan,

5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. .

[
| 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masvarakat) dilengkapi dengan |
AC

2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kerja Teknis
5. WC Umum

6. Parkir vang cukup luas

1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
2. Berkompetensi dilmdang Pelavanan Perimnan

3. Menguasai Komputer

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




—

adalah pengawasan melekat oleh sctiap atasan secara
struktural baik vang menvangkut aspek tehnis maupun

administratiif sesuail dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.

' 5. | Jumlah Pelaksana |5 Orang o i

6. | Jaminan Pelayanan | Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan B

7. |Jaminan Keamanan | Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan

dan Keselamatan | dengan memberikan sarana dan prasarana vang cukup

| Pelayanan memadai mulai dan gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di
ruang pelayanan dan petugas parkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan

| - - kepada masyarakat pemohon o

8. | Evaluasi Kinerja Prosedur pelavanan o

1.
2. Persvaratan pelavanan

3. Kejelasan petugas pelayanan

4. Kedisiplinan petugas pelayvanan

5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelavanan

7. Kecepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9, Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan

11. Kepastian biava pelavanan

12. Kepastian jadwal pelavanan

13. Kenyvamanan lingkungan

14. Keamanan pelayanan




SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS KESEHATAN

(SIP-AK)

Persyaralan

Pelayanan

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak

Foto copy ijazah yang dilegalisir;

2. Foto Wama surat tanda registrasi analis keschatan
(strak) yang dilegalisir;

3. Foto copy KTP

4. Surat keterangan sehat dari dokter;

5. Surat Permnyataan mempunyai tempat praktik atau
Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagai tempat praktiknya;

Pm!mnnphnhh;mulmmﬂﬂ |l
I
I

2(dua) lembar berlatar belakang merah;

7. Rekomendasi dan organsasi profesi;
Sistem Mekanisme | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
dan:Prosedur Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS.
2. Pemohon mendaftar melalui Aplikam
layananptsp.soppeng.go.id /dpmptsp-online,
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol
MASUK
5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin dan
pilih jenis peruzinan
6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
7. Kemudian, klik simpan
A Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke email yang
bersanghkutan,
15.
Jangka Waktu | 5 Hari Kerja
Penyelcsaian e — L -
| Biaya/Tarif Giratis [Non Retribusi)
Produk Pelayanan | Sertifikat lsin — |
| Penanganan 171, Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub.
mﬁnm' Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS vang
ditunjuk oleh pimpinan.
2 Saran dan aduan disampaikan melalui  loket

pengaduan, kotak saran, SMS, (081 14608909) Telepon, |




. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti

. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

Faximile (0484) 23743, email |

{dpmptsp soppenghab@gmail com)

untuk diselesaikan.

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

_EITM-: i & I i
| L. ianHukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
| I Kesehatan.
. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
' Pekerjaan Keschatan;
| 3. Permenkes Nomor 31 Tentang Perubahan Atas |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
i HB9/MENKES/PER/V/2011 Tentang Regestrasi, lzin
’| Praktek, Dan lzin Kerja Tennga Kefarmasian |
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015
| Tentang Ilzin dan Penyelenggaraan Praktik Ahl
Teknologi Laboratorium Medik;
5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman  Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi, |
2. | Sarana dan| 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
prsarine: M| engan AC |
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
_ | 4. Ruang Tim Kerja Teknis
' | 5. WC Umum
| | 6. Parkir yang cukup luas
'3, | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S| —
| Pelaksana 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
[ 3. Menguasai Komputer
4. {F"l:npumn Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
| adalah pengawasan melekal oleh setiap atasan secara
struktural baik vang menvangkut aspek tehnis maupun




Tksietiaill il dangin tighs POl dan Tinghl yang|

dilaksanakan setiap har.

Jumlah Pelaksana

5 Orang

Hmmmunmmﬂdnlmnpembﬂunm

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada peiu.nmn
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung,
termasuk keamanannva dengan petugas keamanan di
ruang pelayanan dan petugas parkir, sehingga memberikan
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan
kepada masyarakat pemohon.

Prosedur pelavanan

Persyaratan pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan r
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggung jawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelavanan
Recepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelavanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan
12.Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14 Keamanan pelayanan

MU W e S e




—5 " .

1.

SARANA KESEHATAN

SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL (STPT)

Persyaratan
Pelayanan

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

'3, | Jangka Waktu
4, | Biava/Tanf
5. | Produk Pelayanan
. Fe_nanpnan

Pengaduan,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTF)

2. Biodata terapis,

3. Rekomendasi dan asosiasi SPA vang berbadan
hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional
Indonesia

Fotokopi sertifikat/ijazah kompetensi terapis
yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikam
kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP)

5, Surat pengantar Puskeamas setempat

6. Pas folo ukuran 4x6 cm sebanvak 2 (dua)
. lembar

| Izin teknis dar tempat bekerja atau rencana
tempat kerja

Surat keterangan schat dan dokter yang
memiliki surat izin praktik

Rekomendasi Kejaksaan bagi pengobatan
tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor
Departemen Agama bagi Pengobat tradisional
klasifikasi pendekatan agama

. Pemohon m:ngu,mt-ﬁ'l_Fnrmulir Permohonan  di |
Loket Informasi atau ditempat yang telah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.
Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp. soppeng.go.id { dpmptsp-online.
Pemohon membuat akun pendafian

Masukkan Username dan Password,

tombol MASUK

Setelah itu, klik menu penzinan pilih daftar izin

dan pilih jenis penzinan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

Kemudian, klik simpan

8. Setelah selesai perizinan terkinim masuk ke email
vang bersangkutan.

5 Hari Kerja

' Gratis (Non Retribusi)

Sertifikat lzin |

1. Pengaduan, saran, dan masukan diﬁm-]

lalu khk

™~




Sub. Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau
stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-
NAKERTRANS vang ditunjuk oleh pimpinan.

Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909
Telepon, Faximile (0484) 23743, email

(dpmptsp. soppengkabiigmail com)

. Baran dan aduan segera ditangani dan

ditindaklanjuti untuk diselesatkan.

Pengaduan akan  diselesaikan oleh tim
penanganan pengaduan selambat-lambatnya 10
{sepuluh] han kena sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

! Dasar Hukum
Sarana dan
Prasarana, atau
Fasilitas

2.

1. undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan,
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja;

. Peraturan Pemerintah MNomor 51 Tahun 2009

tentang Pekerjaan Kesehatan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha
Berbasis Risik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah,

. Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 Tenlang

Pelayanan SPA

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas |
Penanaman Maodal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Dan Tranamigrasi.

. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi

dengan AC
Loket Perzinan { Leskeet Informasi, Loket




pendaftaran, Loker Pemprosesean, Loket SKRD, |

Ruang Percetakan,
Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum

Parkir yang cukup luas

Loket Penyerahan dan

. | Jumlah Pelaksana

Komponen

Pengawasan
| Internal Penangan
Pengaduan

| Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Berkompetensm dibidang Pelayvanan Penzinan
Menguasa Komputer

PO SIS T R

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis
maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi vang d:inkunakan setiap hari.

(5 O0rang

Jaminan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan
Pelayanan
7. |Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada
Keamanan dan :
‘l Kl tan pelanggan dengan membenkan sarana dan prasarana
Pelayanan yvang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas

Evaluasi Kinerja |

pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas
keamanan di ruang pelayanan dan petugas parkir,
sehingga memberikan rasa aman, dan nyvaman
sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat
pemohon.

Prosedur pelayanan
Persyaratan pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayvanan
Tanggung jawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan

. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan

““F":‘“F’".‘“:ﬁ?‘!ﬂ:‘

11.Kepastian biaya pelayanan




12 Kepastian jadwal ﬁ:Taj'anan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan




SARANA KESEHATAN

SURAT IZIIN PENYELENGGARAAN HEMODIALISA

Pelavanan

A. Proses Penyampaian Pelaynnan (Service Delivery]

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku

2.
3.

Daftar peralatan yvang dimiliki

Sarana dan prasaranan (ruang pemeriksaan,
ruang tindakan, ruang perawatan, ruang
sterilisasi, ruang penyvimpanan obat dan ruang
penunjang medik, ruang
ruang tunggu)

administras: dan

. Daftar ketenagaan vang dimiliki (KGH, dr.SpPD

KGH, perawat mahir, teknik elekiromedik dan
tenaga adiministrasi) di lengkapi surat izin
Rekomendasi dan Dinas Keseharan provinsi
Rekomendasi organisasi profesi

. Pemohon mengambil Formulicr Permohonan di

Loket Informasi atau ditempat vang telah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.
Permohon mendafiar melalui Aplikast
layananptsp. soppeng. go.d/dpmptsp-online.
Pemohon membuat akun pendaftan

. Masukkan Usemame dan Password, lalu klik

tombol MASUK

Setelah 1tu, klik menu penzinan pilih daftar zin
dan pilih jenis perizinan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
Kemudian, klik simpan

Setelah  selesal periznan  terkirim masuk ke
email vang bersangkutan.

I
|

5 Hari Kerja

CGratis (Non Retribusi)

Sertifikat lzin

—t

I. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh |

Sub. Keoordinator Pengaduan dan Advokasi atau
stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-
NAKERTRANS yang ditunjuk oleh pimpinan.

. Saran dan aduan disampaikan melalui loket

pengaduan, kotak saran, SMS, (081 14608909)
Telepon, Faximile (0484] 23743, email
(dpmptap soppengkabydgmail. com)

Saran dan aduan segera ditangani
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

dan




4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim |

penanganan pengaduan selambat-lambatnya 10
[sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

|
l <aar
| L.

?
1

Dasar Hukum

mwwﬂmoﬂ-ﬂw

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000
tentang Pekerjaan Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risik;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggarnan Perizinan Berusaha di
Daerah.

Permenkses Nomor 812 /MENKES /PER/VII /2010
Tentang Penyvelenggaraan Pelavanan Dialisis Pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penvelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan.

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

] slmnf'!

Fasilitas

dan

Prasarana, atau

L m’mﬂ‘ Tunm Pl-'ll'll.'lhm [Hﬂﬂr armll dlI]E“!'.I--"]“_ i

F‘*:‘?‘F"’:"P‘

dengan AC

loket Penznan (Loket Informasi, Loket
pendaftaran, Loker Pemprosesean, Loket SKRD,
Ruang Percetakan, Loket Penverahan dan
Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis

WC Umum

Parkir yang cukup luas

1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan




L 3. Menguasai Komputer

—

Internal Penangan
Pengaduan

| Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menyangkut aspek tehnis

maupun administratil sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi vang dilaksanakan setiap hari.

]

Jumlah Pelakzana

Jaminan

Pelayanan
Jaminan

l Keamanan

l Keselamatan
! Pelayanan

dan

5 Orang
Fﬂun.gkntun inovasi dalam p:-mhernnn pel‘.umnnn

Jaminan keamanan dan keselamatan 'kcpudn'
pelanggan dengan membernkan sarana dan prasarana
vang cukup memadal mulai dari gedung dan fasilitas
pendukung, termasuk keamanannva dengan petugas
keamanan di ruang pelavanan dan petugas parkir,
schingga memberikan msa aman, dan nyaman
schingga memberikan kepuasan kepada masyarakat

Evaluasi Kinerja
| Pelaksana

Persyaratan pelayanan

Kejelasan petugas pelavanan
Kedisiplinan petugas pelavanan
Tanggung jawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelavanan

. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biava pelavanan

| 1. Kepastian biaya pelayvanan

12 Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14, Keamanan pelayanan

R




IZIN SARANA KESEHATAN

SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK

'A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1. | Persyaratan

|
\:é- [Sistem
|
|

| Pelayanan

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. ldentitas lengkap pemohon '
3. Denah ruangan dan peta lokasi

4. Profil Klinik yang akan didirikan

. Folocopy Surat Kerjasama dalam pembuangan

6. Fotocopy surat lzin mendirikan khinik
. Folocopi izin pemaanfaatan ruangan (IPR)

meliputi
pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana,
ketenagaan, peralatan, kefarmasian,
laboratorium, serta pelayanan yang diberikan

dan pengelolaan limbah medis padat

| Mekanisme dan
Prosedur

|

. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di

. Pemohon

3. Pemohon membuat akun pendaftan
. Masukkan Username dan Password, lalu klik

. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin

. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
. Kemudian, klik simpan

. Setelah selesal perizinan terkirim masuk ke

Loket Informasi atau ditempat yang telah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.
mendaftar Aphkasi

layananptsp. soppeng. go.id/ dpmptsp-online.

melalui

tombaol MASUK

dan pilih jenis perizinan

email vang bersangkutan.

3. | Jangka Waktu | 5 Hari Kerja

4. | Biaya/Tarif CGratis (Non Retribusi)

5. | Produk Pelayanan | Sertifikat lzin

6. | Penanganan |. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Fmﬁ” L Gis Sub. Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau
Masukan staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-

. 3aran dan aduan disampaikan melalin loket

NAKERTRANS yang ditunjuk oleh pimpinan.

pengaduan, kotak saran, SMS, [08114608909)
Telepon, Faximile (0484) 23743,

m L il o

email




3. Saran dan aduan segera ditangani dan |
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim
penanganan pengaduan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

|E. h—hn'ﬂnll_qu

| Dasar Hukum

= — I s
1. Undnng—l.indnng Nomor 36 Tahun 2000 trntnng

Keschatan.

2, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja,

J. Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Periginan Berusaha Berbasis
Risik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.,

6. Permenkses Nomor B812/MENKES/PER/VII/2010 |
Tentang Penyelengguraan Pelayanan Dialisis Pada |
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

7. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klimk

B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan,

9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Meodal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Sarana

Prasarana,
Fasilitas

dan
atau

I. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi |
dengan AC

2, Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang




1

Percetakan, Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip

4. Ruang Tim Kerja Teknis

5. WC Umum

6. Parkir yang cukup luas

' 3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Dipioma 3, dan S1
e 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan

3. Menguasai Komputer
| Pengawasan Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas

Internal Penangan

| Pengaduan

Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yang menvangkut aspek tehnis
maupun administratifl sesual dengan tugas pokok dan
fungsi vang dilaksanakan setiap hari.

Jumlah Pelaksana

S Orang

6. | Jaminan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan
Pelayanan
7. | Jaminan |Jaminan keamanan dan keselamatan kepada
Hmm.nnn“”m ca pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana
Pelayanan yvang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas
pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas
keamanan di ruang pelayanan dan petugas parkir,
schingga memberikan rasa aman, dan nyaman
sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat
pemohon.
|
'8 | Evaluasi Kinerja | 1. Prosedur pelayanan
Pelaksana

2. Persyaratan pelayanan

3. Kejelasan petugas pelayanan

4. Kedisiplinan petugas pelayanan

5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelavanan

7. Kecepatan pelayvanan




8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewnjaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan
12.Kepastian jadwal pelayanan
13.Kenyamanan lingkungan

14. Keamanan pelayanan




IZIN SARANA KESEHATAN

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

' A. Proses FIHFH_FhI Pelayanan (Service Delivery)

l

1. F't.'rujrmlin Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
B 3. Fotocopi sertifikat tanah atau bukti lai
! kepemilikan tanah vang sah
Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Dokumen pengelolaan  lingkungan sesual
| dengan perturan perundang-undangan
| l 5. Surat Keputusan dan Bupati / Walikota terkait
kategori puskesmas
6. Studi kelayvakan untuk Puskesmas yang baru
akan didirikan atau akan dikembangkan
7. Profil puskesmas vang meliputi aspek lokas,
bangunan, prasarana, peralatan keschatlan,
| ketenagaan, dan pengorganisasian  untuk
puskesmas yang mengajukan permohonan
2. | Sistem . Pemohon mengambil Formulir Permohonan di
m:ﬁm dan Loket Informasi atau ditempat wvang telah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS,
2, Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananpisp. soppeng.go.id/dpmptsp-online.
3. Pemohon membuat akun pendaftan
4. Masukkan Username dan Password, lalu klik
tombol MASUK
5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar (zin
dan pilih jenis perizinan
6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan
. 7. Kemudian, klik simpan
' 8. Setelah selesni perizinan terkirim masuk ke
email vang bersangkutan.
'3. [Jangka  Waktu | 5 Hari Kerja =
| Penvelesaian
' 4. | Biaya/Tarif Gratis [Non Retribusi)
'5. | Produk Pelayanan | Sertifikat Izin 5
6. | Penanganan | 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Sarenuan.  an|  Sub. Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau




Masukan - | staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP- |
NAKERTRANS vang ditunjuk oleh pimpinan.

2. Saran dan aduan disampaikan melalul loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909)
Telepon, Faximile (0484) 23743, email
ldpmptsp. soppengkabidgmail.com)

3. Saran dan aduan segera ditangani  dan
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh  tim |
penanganan pengaduan selambat-lambatnya 10
(sepulub) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

B i m—— e o e = o —

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
.| Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang

Kesehatan.

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kesehatan;

4. Peraturan Pemermtah Nomor 5 Tahun 2021
l tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
| Berbasis Risik;

5 Permturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

6. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyrakat

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan.

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu




e

2. | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
Prasarana, atau
Fasilitas e sl
2. loket Perizinan (Loket Informasi, Loket
pendaftaran, Loker Pemprosesean, Loket SKRD,
Ruang Percetakan, Loket Penverahan dan
Pengaduan
3. Ruang Arsip
4. Ruang Tim Kera Tekms
5 WC Umum
6. Parkir yang cukup luas
3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan 51
Pelaksana
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasa Komputer
. | g
4. | Pengawasan | Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas
h; mlur:mnm Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secam
struktural bak yang menyangkut aspek tehnis
maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi vang dilaksanakan setiap hari,
5. |Jumlah Pelaksana | 5 Orang : S
6. |Jaminan Peningkatan inovasi dalam pembenan pelayanan
Pelayanan ]
7. |Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada
|
WEH‘“ ann pelanggan dengan membenkan sarana dan prasarana
Pelayanan vang cukup memadai mulai dar gedung dan fasilitas
,Ipml:lukung. termasuk keamanannya dengan petugas
| keamanan di ruang pelayanan dan petugas parkir,
| schingga memberikan rasa aman, dan nyaman
. Iuhinm memberikan kepuasan kepada masyvarakat
| pemohon.
8. | Evaluasi Kinerja | 1. Prosedur pelayanan




2. Persyaratan pelayanan

Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggung jawah petugas pelayanan
Kemampuan petugns pelayanan
Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan

. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewaran ayva pelayanan

1 1. Kepastian biaya pelavanan

12 Kepastian jadwal pelayanan
13.Kenyamanan lingkungan

e E NP B s W

14 Keamanan pelayanan




1,
|

SARANA KESEHATAN

SURAT IZIN MENDIRIKAN PUSKESMAS

A Proses Penyampaian Pelayanan {Service Delivery)

Persyaratan
Pelayanan

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

F'-*

| Gratis (Non Retribusi)

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

2. FotoCopi akta pendirian badan hukum vang sah
srsuai dengan ketéentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali instansi Pemerintah atau
Pemerintah Daerah

3. Master plan

4. Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru
akan didirikan atau akan dikembangkan

2. Detail Engineering Design

6. Dokumen  pengelolaan dan  pemantauan
hingkungan

7. Fotokopi sertifikat tanah/bukti  kepemilikan
tanah atas nama badan hukum atau bukti lain
kepemilikan tanah vang sah

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di
Loket Informasi atau ditempat vang ielah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananptsp. soppeng.go.id/dpmptsp-online.

3. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Username dan Password, lalu klik
tombol MASUK

5. Setelah itu, klik menu penzinan pilih daftar izin
dan pihih jenis penminan

6. Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

7. Kemudian, klik simpan

H. Setelah selesai perizinan terkinm masuk ke
email yang bersangkutan.

5 Hari Kerja

o ool

Sertifikat lzin

|. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Sub. Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau
stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-
NAKERTRANS vang ditunjuk oleh pimpinan.

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS. (08114608909
Telepon, Faximile (D484) 23743, cmm"lj




B. Proses
Dasar Hukum

tsp. soppen il il.com

3. Saran dan aduan segera ditangani dan
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan  diselesaikan oleh  tim
penanganan pengaduan selambat-lambatnyva 10
{sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

Sarana

Fasilitns

Prasarana,

atau

I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000
tentang Pekerjaan Kesehatan;

4. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penxinan Berusaha
Berbasis Risik; '

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 |
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di |
Daerah.

6. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat l
Kesehatan Masyrakat .

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia |
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegatan
Usaha dan Produk pada Pmyehmwn,
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sckitor |
Kesehatan.

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman  Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

&
;
T
‘
]
:
?
g

dengan AC
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket
pendaftaran, Loker Pemprosesean, Loket SKRD,
Ruang Percetakan, Loket Penverahan dan
Pengaduan
Ruang Arsip

Ruang Tim Kena Teknis
WC Umum
Parkir vang cukup luas

A L




s

1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1

Pelaksana 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan

3. Menguasai Komputer
Pengnwasan Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
m:m" Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik vang menyangkut aspek tehnis
maupun administratil sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

a Orang

o=

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada

pelanggan dengan membenkan sarana dan prasarana
yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas

pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas
keamanan di ruang pelayanan dan petugas parkir,
sehingga memberikan msa aman, dan nyaman
schingga memberikan kepuasan kepada masyarakat
pemahon.

Prosedur pelayanan

Persyaratan pelavanan

Kejelasan petugas pelayanan

Kedisiplinan petugas pelayanan

Tanggung jawab petugas pelayanan

Kemampuan petugas pelayanan

Kecepatan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayvanan

Kesopanan dan keramahan petugas

ll‘J Kewajaran biava pelavanan

gl S N o

| II Kepastian biava pelavanan

12 Kepastian jadwal pelayanan
13 Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan p:lnynnnﬂ




IZIN SARANA KESEHATAN

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

1. | Persyaratan 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
Fetayanen 2. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi

dan misi, lingkup kegiatan, rencana strateg,
dan struktur organisasi
| 3. Pengisian kriteria klasifikasi sesuai dengan
kelas Rumah Sakit yang dimohonkan meliputi
pelayanan, sumber daya manusia, peralatan,
dan bangunan dan prasarana, sebagai self
assesament mengacu pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini
. 4. Surn! keterangan atau sertifikat izin kelayakan
 atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
5. Sertifikat akreditasi; dan
6, Surat pemnyataan vang mencantumkan
komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah
Sakit penanaman modal asing berdasarkan
kesepakatan atau kerja sama internasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTH)
Pemohon.
‘2. | Sistem | 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di
' Mekanisme dan
P far Loket Informasl atau ditempat yang telah

ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi
layananpisp. soppeng.go.id/dpmptsp-online.

' 3. Pemohon membuat akun pendaftan

4. Masukkan Username dan Password, lalu klik
tombol MASUK

5. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin
dan pilih jenis perizinan

6. Lengkapi Data dan penguplotan persvaratan

7. Kemudian, klik simpan

| 8. Setelah selesai perizinan terkinm masuk ke

| email yang bersanglkutan.




3. |Jangka  Waktu | 5 Harl Kerja
Penyelesaian S . I
' 4. | Biaya/Tarf Gratis (Non Retribusi)
'5. | Produk Pelayanan | Sertifikat tzin =
fi. | Penanganan I. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
m V- e Sub, Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau
Masukan stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-

NAKERTRANS vang ditunjuk oleh pimpinan
Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (081 14608909)

Telepon, Faximile (0484) 23743, emuail
([dpmptsp. soppengkabiigmail com)
3. Saran dan aduan segera ditangani  dan

ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

4. Pengaduan akan diselesalkan oleh
penanganan pengaduan selambat-lambatnyva 10
(sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima |
dengan lengkap.

tim

aan Pelayanan di Internal

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

2. Undang - Undang Nomor 11
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

' tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

. 6. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi Dan Penzinan Rumah Sakit

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Kesehatan.

8 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun

Tahun 2020




[ 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan |
i Penyelenggaman Perizinan Kepada Kepala Dinas
I_ Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Satu
| Pintu Tenaga Kera Dan Transmigrasi.
'2. | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
! Prasarana, atau
i Fasilit dengan AC
| 2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
| Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang
Percetnkan, Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
i 4. Ruang Tim Kerja Teknis
. 3. WC Umum
| 6. Parkir yang cukup luas
3. | Komponen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1 R
Pelaksana
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perzinan
3. Menguasai Kemputer
I--II-. Pengawasan Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas
! L';nwm "1m BA1 | penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
| adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara
struktural baik yvang menvangkut aspek tehnis
| maupun administratif sesual dengan tugas pokok dan
l fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
!' 5. | Jumlah Pelaksana | 5 Orang
6. | Jaminan Peningkatan inovasi dalam pembenan pelayanan
Pelayanan
7. | Jaminan B Jaminan keamanan dan keselamatan kepada |
Keamanan  dan
i Kesel s pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana
Pelayanan vang cukup memadai mulai dar gedung dan fasilitas
. pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas
keamanan di ruang pelayanan dan petugas parkir,
| schingga memberikan rasa aman, dan nyvaman
schingga memberikan kepuasan kepada masvarakat
pemohon.
B. | Evaluasi Kinerja | 1. Prosedur pelayanan
I Felakeana 2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan




4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan

7. Kecepatan pelayanan

|8. Keadilan mendapatkan pelayanan

| 9. Kesopanan dan keramahan petugas
10.Kewajaran biaya pelayanan
11.Kepastian biaya pelayanan

12 . Kepastian jadwal pelavanan
13.Kenyamanan lingkungan

14 Keamanan pelayanan




IZIN SARANA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

| A I'w Pelayanan (Service Delivery) |
| 1. | Persyaratan ] Fotocoppy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

| Pelayanan ! pemohon
J 2. Fowokopi ijazah vang dilegalisir
3. Fotokopi STR-ATLM yang masih berlaku dan

dilegalisasi
4. Surat keterangan sehat dari dokter vang
|| memiliki Surat lzin Praktik
5. Surat keterangan bekerja dari  Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
6. Pas foto berwama terbaru ukuran 4X6 ¢m
. sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang

merah
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi vang
terbaru |
2. | Sistem 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di |
Mekanisme  dan Loket [Informasi atau ditempat yang telah
Prosedur ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS,

2. Pemohon mendaftar melalui Aplikasi

leyananptsp. soppeng. go.id/dpmptsp-online.

Pemohon membuat akun pendaftan

Masukkan Usermame dan Password, lalu klik

tombol MASUK

2. Setelah itu, klik menu perizinan pilih daftar izin

dan pilih jenis pertzinan

Lengkapi Data dan penguplotan persyaratan

Kemudian, klik simpan

8. Setelah selesai perizinan terkirim masuk ke
ETI'LHI] yang hemnglmmn

o

it i

| 3. | Jangka Waktu | 5 Hari Hr.'r]n
Penvelesaian

Biaya/Tarif Gratis (Non Retribusi)
Produk Pelayanan | Sertifikat lzin
Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Iwm s Sub. Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau
mm stal loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP-
| NAKERTRANS yang ditunjuk oleh pimpinan.
2. 8aran dan aduan disampaikan melalui loket
| pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909)
Telepon, Faximile (0484) 23743, email
m B0 il com
3.8aran dan aduan segera ditangani  dan
ditindaklanjuti untuk diselesaikar.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengadusan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari |




ketja scjak pengaduan diterima dengan lengkap, |

s Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

l. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000
tentang Pekerjaan Kesehatan,

4. Peraturan Pemermmtah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risik;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

6. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin
Dan  Penyelenggaraan Pratik  Ahli  Teknologi
Laboratorium Medik;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia |
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penvelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Maodal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

2. | Sarana dan
Prasarana, atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu Pemohon |[Masvarakat) dilengkapi
dengan AC

2, lLoket Perizinan (Loket Informasi, Loket
pendafitaran, Loker Pemprosesean, Loket SKRD,
Ruang Percetakan, Loket Penyerahan dan
Pengaduan

Ruang Arsip

Ruang Tim Kerja Teknis
WC Umum

Parkir yang cukup luas

dw s

3. | Komponen
Pelaksana
'} 4. | Pengawasan
| Internal Penangan
Pengaduan

1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Periginan
3. Menguasai Komputer

Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas |
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat olch setinp atasan secarn
struktural baik wyang menyangkut aspek tehnis




maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan |
fungsi vang dilaksanakan setiap hari. 1

Jumlah Pelaksana

5 Orang

Jaminan
Pelavanan

Peningkatan inovasi dalam pemberian pelavanan

Jaminan
Keamanan
Kesclamatan

' Pelayanan

dan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada
pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana
yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas
pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas
keamanan di ruang pelayvanan dan petugas parkir,
sehingga memberikan msa aman, dan nyaman
sehingga memberikan kepuasan kepada masvarakat
pemohon.

Evaluasi Kinerja

1. Prosedur pelayanan;
Persyaratan pelayanan;
Kejelasan petugas pelavanan;
Redisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan,
Kesopanan dan keramahan petugas;

. Kewnjaran biava pelavanan;

. Kepastian biaya pelayanan;

. Kepastian jadwal pelayanan;

- Kenyamanan lingkungan; dan

. Keamanan pelavanan;

EEREaSNSOBIAN

e




STANDAR PELAYANAN

Sistem Mekanisme dan | 1.

Prosedur

. Formulir Permohonan
" identitas / Profil Usaha |

_Fotocopy PBG bagi vang memeriukan

@~ o

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha
vang berbadan hukum

Surat Pernyataan sanggup memenuhi persyaratan
teknis dan instansi yang berwenang

Gambar denah, tempat lokasi pemasangan reklame

Pemohon mengambil Furmulir Permohonan di Loket |
Informasi atau ditempat vang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS,

Pemohon melakukan pendaftaran permohonan
perizinan di Loket Pendaftaran.

Stal Loket Pendaftaran  memernksa kelengkapan
berkas permohonan.

Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan
melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan
tinjauan lapangan.

Staf Pemprosesan mencetak surat izin.
Penandatanganan Surat lzin oleh Kepala DPMPTSP-
NAKERTRANS.

FPemohon mengambil lzin di Loket Penyerahan lzn.
Apabila melakukan daftar ulang | Herregistrasi) wajib
melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya
sama dengan pengurusan baru.

Apabila terjadi penolakan permohonan dalam
pemrosesan, pemberitahuan penoclakan maksimal 3
(tiga) hari kerja.

Waktu
Penyelesaian

Biaya/Tanf

| Produk Pelayanan

5Hari|-:njn

2,

S—

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi;

Perda Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Soppeng

Penanganan
Pengaduan, Saran, dan
Masukan

Dasar Hukum

| Sertifikat lzin .
1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh |

Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau staf loket

pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.
Saran dan aduan disampaikan melalui
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608908)
Telepon,  Faximile  (0484) 23743,  email
( S ail.co dan aplikasi LA
SIDE (Play Store LA SIDE Instal sampai selesai) vang
telah disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS.

Saran dan aduan segera ditangani dan

loket |

ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan |
pengaduan selambat-lambatnya 10 [sepuluh) han |
kerja sejak pengaduan diterima dengan

lengkap. |
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
dan Retribusi;

Pajak |




Sistern Mekanisme dan
Prosedur

@~

——=w

Formulir Permohonan

ldentitas / Profil Usaha

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha
yvang berbadan huloum

Surat Pernyataan sanggup memenuhi persyaratan |
teknis dan instans: vang berwenang

Gambar denah, tempat lokasi pemasangan reklame

Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loket
Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh
DPMPTSP-NAKERTRANS.

Pemohon melakukan pendaftaran  permohonan
perizinan di Loket Pendaftaran.

. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan

berkas permohonan,
Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan
melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan
tinjauan lapangan.

Stal Pemprosesan mencetak surat izin.
Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPMPTSP-
NAKERTRANS.

Pemohon mengambil lzin di Loket Penyerahan lzin.
Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib
melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnva
sama dengan pengurusan baru.

Apabila terjadi penolakan permohonan dalam
pemrosesan, pembernitahuan penolakan maksimal 3
(tiga) hari kerja.

Jangka Wakm;sﬂmnma

Penvyelesaian

= ——

Biaya/Tanf 1.

dan Retribusi:

. Perda Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Soppeng

Produk Pelayanan | Sertifikat Izin

L3

Penanganan .
Pengaduan, Saran, dan
Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
yvang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608908)
Telepon,  Faximile  (0484) 23743, email
(dpmptsp soppengkabiigmail.com) dan aplikasi LA
SIDE (Play Store LA SIDE Instal sampai selesai] yvang
telah disiapkan DPMPTSP-NAKERTRANS.
Saran dan aduan segera ditangani | dan
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan selambat-lambatnya 10 [sepuluh) han

kerja scjak pengaduan diterima dengan lengkap. |

| Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi;




STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN EARTU AK-1
No.|  Kompomem | o Uraian ==
|. | Persyaratan Pelavanan | 1. Foto Copy KTP =
2. Foto Copy ljzah Terakhir dan Transkrip nilai
4. Pas Foto 3X4 Wama 2 Lembar
4. Sertifikat Keahlian Jika Memiliki
2. | Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di
Prosedur Loket Informasi atau ditempat vang telah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.

2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan |
perizinan di Loket Pendaftaran.,

3. Stal Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan |
berkas permohonan.

4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan
melakukan Kunjungan lapangan apabila
memerlukan tinjauan lapangan.

5. Staf Pemprosesan mencetak surat izin.

| 6. Penandatanganan Surat lzmin  oleh  Kepala
| DPMPTSP-NAKERTRANS.

7. Pemohon mengambil lzin di Loket Penyerahan lzin. |

8. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam |
pl:rnmumnn pemberitahuan penolakan maksimal |

L. . 3 (tiga) hari kerja. |
3. |Jangka Waktu 30 Menit
| Penyelesaian
4. | Biava/Tarnifl Giratis (Non Rutnhuml
| 5. | Produk Pelayanan Sertifikat [zin 1
6. | Penanganan 1 Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh I
Pengaduan, Saran, dan Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau staf loket |
Masukan pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
vang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana. '
2 Saran dan aduan disampaikan melalui loket |
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608908)
Telepon, Faximile [ﬂ#ﬂd} 23743, email
3. Saran  dan Bﬂlll'l.l'l wm:ru ditangani  dan
ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Penpgaduan akan diselesaikan oleh tim pu_mmmn
pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) han
- ____kena sejak pengaduan diterima dengan lengkap.
7. | Dasar Hukum |. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang |
Ketenagakerjaan
2. Permennakertrans No.PER 07 / MEN /2008 Tentang
L = Penempatan Tenags Kerja
| 8. | Sarana dan Prasarana, . Ruang Tunggu Pemohon (Masvarakat) dilengkapi
atau Fasilitas dengan AC
2. Loket Penznan (Loket Informam, Loket pendaftaran,
‘ Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penverahan dan Pengaduan
' 3. Ruang Arsip
r. 4. Ruang Tim Kenja Teknia
5 WC Umum
| 6. Parkir yang cukup luas _
9. | Komponen Pelaksana 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan 51
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
- J. Menguasai Komputer
10. | Pengawasan Internal Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas

Penangan Pengaduan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah _pengawasan melekat oleh setiap atasan secars
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STANDAR PELAYANAN

Persyaratan Pelayanan

Uralan

1. Foto Copy KTP
2. Foro Copy lizah Terakhir dan Transkrip nilai
3. Pas Foto 3X4 Wama 2 Lembar

4. Sertifikat Keahlian Jika Memiliki

———

-ﬁlll:m Méknnimm dan
Prosedur

|. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di
Loket Informasi atau ditempat yang telah
ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.

2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan |
perizinan di Loket Pendaftaran.

3. Stal Loket Pendaftaran memeriksa Imlcngk‘npan
berkas permohonan.

4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan f
melakukan kunjungan lapangan  apabila
memeriukan tinjauan lapangan.

5. Swaf Pemprosesan mencetak surat izin.

6. Penandatanganan Surat lzin  oleh  Kepala
DPMPTSP-NAKERTRANS,

7. Pemohon mengambil lzin di Loket Penyerahan lzin. |

- 8. Apabila tegadi penolakan permohonan dalam
. pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal
S 3 (tiga) hari kerja.
Jangka Waktu 30 Menit
.| Penyelesaian —
4. | Biaya/Tanfl ‘Gratis (Non Retribusi)
5. | Produk Pelayanan | Sertifikat lzin .
6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh
I Pengaduan, Saran, dan Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau staf loket
Masukan pengaduan di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS
yvang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana.
| 2. Saran dan aduan disampaikan melalui  loket
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608908
Telepon, Faximile (0484) 23743, email
(dpmptsp, soppengkabigmail com)

3. Saran dan aduan segera  ditangani  dan

ditindaklanjuti untuk diselesaikan,

4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

pengaduan selambat-lambatnya 10 [sepuluh) han
; i kerja scjak pengaduan diterima dengan lengkap.
7. | Dasar Hukum I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
2. Permennakertrans No.PER 07 / MEN /2008 Tentang
S Penempatan Tenaga Kerja
8.  Sarana dan Prasarana, | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
atau Fasilitas dengan AC
2, Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan

3. Ruang Arsip

4. Ruang Tim Kerja Teknis

5. WC Umum

6. Parkir yang cukup luas

9. | Komponen Pelaksana 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan 51
2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
LD R A— 3. Menguasai Komputer
10. | Pengawasan Internal Pengawasan internal vang dilaksanakan oleh Dinas

Penangan Pengaduan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan melekat oleh setiap atasan secara




B e

struktural baik yang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup
memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung.
termasuk keamanannva dengan petugas keamanan di
ruang pelayanan dan petugas parkir, sehingga
memberikan rasa aman, dan nyaman schingga

o

—_— yang dilaksanakan setiap han.
11. | Jumlah Pelaksana 3 Orang
12. | Jaminan Pelayanan Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan
| 13, | Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
L memberikan kepuasan kepada masyarakat pemohon
14. | Evaluasi Kinerja 1. Prosedur pelayanan;
Pelaksana

2. Persyaratan pelayanan;

Kejelasan petugas pelayanan;
Kedisiplinan petugas pelayanan;
Tanggung jawab petugas pelayanan;
Kemampuan petugas pelayanan;
Kecepatan pelayanan;

Keadilan mendapatkan pelayanan;
kesopanan dan keramahan petugas;
10. Kewnjaran biaya pelayanan;

11, Kepastian biava pelayanan;

12. Kepastian jadwal pelavanan;

13. Kenyamanan lingkungan; dan

14, Keamanan pelayanan;

B NG s w
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STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN IZIN

Persyaratan

Pelavanan

Sistem
Mekanisme dan
Prosadur

Jangka Wulﬂu
Penyelesaian
Biaya/Tanf

Produk
Pelnyanan

=

Penanganan
Pengaduan,
Saran,
Masukan

dan

. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); |

2. Asli Sural lzin vang akan dicabut;

3.

Surat keterangan dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang |
menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak '
praktik lagi di Faskes tersebut/ Surat pernyataan untuk -
Praktik Pribadi dibubuhi materai 10.000,-.

—_ =1

“
rabum

. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan

| 5 Hari Kerja
| Gratis (Non Retribusi)
Sertifikatlzin

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Sub. |

Koordinator Pengaduan dan Advokasi atau stal loket
pengaduan  di lingkungan DPMPTSP-NAKERTRANS |
Kabupaten Soppeng vang ditunjuk oleh pimpinan,

Saran aduan disampaikan melalui  loket |
pengaduan, kotak saran, SMS, (08114608909) Telepon, |
(0484 23743, email |
(dpmptsp.soppengkabiigmail com) |
Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti |
untuk diselesaikan.

dan

Faximile

pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh] hari kerja
sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

Dasar Hukum

lmwm}mﬂmmwmw
1.

2.

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta |

Kena;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang |
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Perizinan Berusaha i
Daerah; .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pendelegasian  Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman  Maodal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerna Dan
Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

|2, | Sarana dan | 1. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan
| Prasarana, AC
atauFasilitas
2. Loket Perizinan (Loket Informasi, Loket pendaftaran,
| Loker Pemprosesean, Loket SKRD, Ruang Percetakan,
Loket Penyerahan dan Pengaduan
3. Ruang Arsip
| 4. Ruang Tim Kerja Teknis
15 WC Umum
!ﬁ. Parkir yang cukup luas
I3. Kompaonen 1. Pendidikan minimal Diploma 3, dan S1
rel 2. Berkompetensi dibidang Pelayanan Perizinan
3. Menguasai Komputer |
4, Pengawasan ﬁﬂpmn internal _vn.l"l:g dilaksanakan oleh Dinas
Internal Penan
Fllnﬂdmm 821 | penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah pengawasan meiekat oleh sctiap atasan secara
struktural baik vang menyangkut aspek tehnis maupun
administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan setiap hari.
5. |Jumilah Pelaksana | 3 Orang = -
6. |Jaminan | Peningkatan inovasi dalam pemberian pelayanan
Pelayanan e -
7. | Jaminan Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan
el [ berikan dan
Kenilaton EAN  mem SATAN prasarana vang cukup
Pelayanan memadal mulai dan gedung dan fasilitas pendukung,

termasuk keamanannyva dengan petugas keamanan di
ruang pelayvanan dan petugas parkir, sehinggs memberikan |
rasa aman, dan nyaman schingga memberikan kepuasan |
kepada masyvarakat pemohon. |
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1. Prosedur pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan

| 3. Kejelasan petugas pelayvanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan

5. Tanggungjawab petugas pelayanan
6. Kemampuanpetugas pelayvanan

7. Kecepatan pelayanan

B. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
I'1.Kepastian biaya pelayanan

12 Kepastian jadwal pelayanan

13. Renyamanan lingkungan

14 Keamanan pelayanan

BUPATI SOPPENG,

A, KASWADI RAZAK




